BAB IV
KONTRIBUSI PEMIKIRAN PEMBARUAN USHUL FIKIH
HASAN AL-TURABT DAN IMPLEMENTASINYA DALAM

HUKUM ISLAM

A. Pemikiran Hasan al-Turabi dalam Pembaruan Ushal Fikih

Dewasa ini kita perlu mengkaji kembali Ushdl Fikih dalam kontes
hubungannya dengan realitas kehidupan. Sebab, produk-produk Ushal Fikih
dalam tradisi pemikiran fikih kita masih bersifat abstrak dan berupa wacana
teoritis yang tidak mampu melahirkan fikih sama sekali dan justru melahirkan
perdebatan yang tidak mampu melahirkan fikih sama sekali dan justru melahirkan
perdebatan yang tidak kunjung selesai. Padahal fikih dan Ushdl Fikih semestinya
terus berkembang dalam menghadapi tantangan realitas kehidupan modern.

Dalam kitabnya Tajdid al-Fikr al-Islami beliau menyatakan bahwa:

Lol das] Lisl>

Syl Sl by pSatll @ Jowo! o suokad 8y9,4i 5ads ool Liayl 131
AL 4> o) 2lls 2 LWl il 8y9,0 agall Lal Al 2]
ool S0 Bgeall we Jo¥ Laoylo (a1 A latll cilogaall o 3glens o e
d) cends o) dieg Ugzma gl 8,800 dide il &l 45ly ) Jaunls
Bgede umpal (alSY1 3 8 9,81l Jobis JI o8y a81sll Lulus ST LLaS
33 daatlly W1 auan, ¥ Lajue mooly Jiasll daall filue glai o JI
3l lgalu uB Loldld o ppolall Liacize §- Jlaiy dilmiw - <l (o> (gatiag
Lloatl zalill eagdlsy b sleadl (o Ggullay loaey cloganlly |5zl

99



100

3580l Hglu 2lads 2olall dile> bty 53Lazdl 5ylsly aerzll oSl
o) ezl s 3 el

Wage pé Ll L 38, wS)ol Bgedl § ALl sia gulg
aaall o) L ol a8y a8ls ol diwyl sda e oy oY Jealddl alas
3 15885 Loy il psein¥ly Sle Ll diles (a5 Logo L 0t g
3 e bbbl adlatg Bgendl oila b LA (655 o cilax )y il
b (29 olll Hshall el o lid 18 3Ll (1o Ay clellad o
SEdMe Ny gadaddl 4aall Ldl Gylaty @ Lpands 3 Lolas Bgu> LLad
G pEY a0 (any dad @y Lebes s Leliogly elara Bl
Yy agdl ol (azie 3axs ale all die ol jlas 3 ol Jies <l
skt w8 Bledl Glwly cdus a8 LIS oY lalsgay &1 wolall @lss
Las ) cedas) a8 dalludl diygimy (nan (05> cliasl ope s (& maladly
Lals

Lucie uaddl 4aall o5 LS Lebudl aadl ad gydall wlall o) o3
L-Lie OF Les gleiz¥! cnilsdy 0ol 3ilaomg L) piliday sgus ple e
s 3 Lolze O @il el wlall Lol .oylassls 4aall 3LAS (a5 @ cnelucal]
Loty il cemaly YT Jilawg (3 puae 2o Liny! Toguima oo lad (3524l
Ol Liule Ll muoly daglac 51u8l §polal) ulaall agladl 3 Jglall wylis
aSy5 ity <l Balaad A @lall ysewd) Busus Aady DYl did § ads
L gl Usgama Lilyd dlgy LLS Lalals (&I Jadl agle (o b dogn i
Sbaidly Lymally JolSig pgy JS suzm @l Jaall agle g~ (2ol Lot
syl Lol (3 4ty Loy coatld Ligad suams 2Lkl asoll wlall cllisg
...\)}Ia day |yl

1. Kebutuhan Kita terhadap Fikih Baru

! Hasan al-Turabf, Tajdid al-Fikr al-Islami, (Maroko: Dar al-Qarafi li an-Nasyr wa at-
Tauzii’, 1993), h. 34.
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Saat ini urgensi pengembangan pemikiran metodologi Ushdl Fikih dalam
konteks relevansinya dengan kebutuhan masyarakat Islam modern sudah sangat
mendesak. Ini disebabkan Islam sebagai agama yang dinamis dituntut untuk
memecahkan berbagai persoalan modern secara lebih mendalam setelah
sebelumnya memfokuskan diri pada prinsip-prinsip agama dan menghasilkan
banyak pembahasan masalah cabang. Orang sudah merasa cukup puas dengan
masalah-masalah universal yang didakwahkan Islam dan kini mereka menuntut
para penyeru Islam untuk memenuhi kebutuhan mereka akan sistem aplikatif yang
bermamfaat bagi terbentuknya masyrakat Islam yang dapat mengatur ekonomi
secara mandiri, mensistemasikan pola kehidupan umum, dan memberikan
bimbingan etis dalam kehidupan masyarakat modern.

Dalam aktivitas dakwah saat ini, nyata sekali bahwa gerakan Islam belum
mampu menjawab tuntutan-tuntutan di atas secara tuntas. Meskipun disusun
dengan metode induktif dan sangat detail, fikih yang ada sekarang belum cukup
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dakwah dan menggerakkan orang. Sebab,
banyak sektor kehidupan yang telah berkembang dan melahirkan masalah-
masalah baru yang belum disinggung oleh fikih tradisional. Selain itu, interaksi-
interaksi sosial telah berganti. Sejak seribu tahun silam, belum ada sistem hukum
agama yang dapat mengekspresikan tujuan agama dalam realitas itu. Ini
disebabkan fasilitas dan sarana kehidupan telah berubah dan berkembang,
sehingga hasil keputusan hukum tertentu dalam format lamanya sudah tidak
relevan lagi. Bersamaan dengan itu, ilmu pengetahuan mengalami perkembangan

pesat, sementara fikih lama berpijak pada pengetahuan yang terbatas ihwal
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metode perumusan sistem hukum yang mempunyai relevansi dengan realitas alam
dan norma-norma sosial. Di lain pihak, ilmu tekstual yang dimiliki kaum Muslim
di masa itu sangat minim, dan sarana untuk menelaah, meneliti, dan menyebarkan
ilmu juga masih sulit.

lImu-ilmu rasional modern telah mengalami perkembangan sangat pesat.
Oleh karena itu, sudah selayaknya kaum muslim mengkaji kembali fikih Islam
dengan persepsi baru, memamfaatkan segala ilmu sebagai sarana ibadah kepada
Allah, dan membuat format baru yang menyatukan antar kesempurnaan lewat
eksperimentasi dan obsevasi. Dengan integrasi ilmu-ilmu itu, kita akan dapat
memperbarui pemahaman agama dan memenuhi tuntutan kehidupan modern
sepanjang masa.

Al-Turdbi menganggap saat ini sudah sangat mendesak pengembangan
pemikiran metodologi Ushdl Fikih dalam konteks relevansinya dengan kebutuhan
masyarakat Islam modern. Meskipun disusun dengan menggunakan metode
induktif dan sangat detil, fikih yang ada sekarang ini menurut al-Turabi belum
cukup memenuhi kebutuhan-kebutuhan dakwah dan menggerakkan orang. Sebab,
banyak sektor kehidupan yang telah berkembang dan melahirkan masalah-
masalah baru yang belum disinggung oleh fikih tradisional. Selain itu, interaksi-
interaksi sosial telah berganti. llmu-ilmu rasional modern telah mengalami
perkembangan sangat pesat. Oleh karena itu, sudah selayaknya kaum Muslim
mengkaji kembali fikih Islam dengan persepsi baru,memanfaatkan segala ilmu
sebagai sarana ibadah kepada Allah,dan membuat format baru yang menyatukan

antara ilmu tekstual dan ilmu rasional yang selalu mengalami pembaruan dan



103

kesempurnaan lewat eksperimental dan observasi. Dengan integrasi ilmu-ilmu itu,
kita akan dapat memperbarui pemahaman agama kita dan memenuhi tuntutan
kehidupan modern sepanjang masa.

Senada dengan Igbal, al-Turabi mengatakan bahwa masa penetapan hukum
syariah (tashri‘) yang paling terkenal dalam menjaga kemaslahatan umum secara
menyeluruh setelah masa Rasulullah adalah masa ‘Umar ibn Khattab. Walaupun
‘Umar tidak membuat metodologi Ushil Fikih sendiri yang menjelaskan
penetapan hukum syariatnya, tapi kita harus mengambil konklusi dari ijtihad-
ijtihadnya yang beragam sebagai metodologi tertentu yang bercirikan keluasan
dan keluwesan.’
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2 Sekalipun ‘Umar tidak secara terang-terangan menyatakan telah menetapkan metode
ushdli dalam penetapan hukum-hukunya, namun menurut al-Turabf dari ijtihad-ijtihad beliau yang
beraneka ragam itu dapat diambil kesimpulan bahwa beliau telah menempuh metode usuli tertentu
yang memiliki sifat terbuka dan luwes. Lihat al-Turabi, Tajdid Ushdl.. h.16.
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2. Kebutuhan Kita Terhadap Metodologi Ushdl Fikih

Gerakan Islam modern telah menjawab tantangan-tantangan pemikiran
kekinian dengan beragam respons. Sebagian lebih mengutamakan tidak terikat
pada metodologi tertentu dan memilih pendapat serta metodologi pemikiran
secara bebas sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, tetapi tetap
berada dalam kerangka sistem Islam secara universal. Mazhab semisal ini bisa
dikatakan tidak berpegang pada metodologi Ushdl Fikih tertentu, meskipun Kita
tahu bahwa setiap pemuka dengan metode induktif akan melahirkan aliran Ushdl
Fikih tertentu jika pemikirannya mempunyai landasan sistem yang tidak
diragukan. Sebagian lainnya menerapkan metodologi yang longgar yang berpijak
pada semangat dan tujuan pokok Islam, dan kemudian mengemukakan pendapat
sesuai dengan kebutuhan semangat dan tujuan pokok agama itu. Ada juga yang
meninggalkan masalah-masalah pokok karena tidak menguasai dan hanya
memusatkan perhatian pada masalah-masalah cabang yang mudah diselesaikan.

Meskipun belum ada metodologi yang bisa diterima oleh semua orang,
upaya membangun metodologi integratif harus dilakukan. Ini tidak dimaksudkan
untuk menghasilkan jawaban-jawaban yang disepakati oleh semua pihak dalam
segala persoalan. Sebab, hal itu menyimpang dari watak dasar manusia yang
mempunyai beragam pandangan. Realitas kesatuan masyarakat agama
menunjukkan bahwa mereka tidak mengeluarkan satu pendapat saja untuk setiap
persoalan cabang yang dilontarkan. Akan tetapi, kita menyaksikan bahwa

masyarakat memiliki sistem dan metodologi integratif untuk mengambil
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keputusan yang menjamin kesatuan mereka, meskipun terjadi perdebatan
pemahaman yang beragam. Metodologi integaratif ini kembali pada prinsif
musyawarah dan ijmak yang menghimpun berbagai perbedaan pendapat dan
kemudian diambil kesepakatan bersama (konsensus) agar ada sebuah pendapat
saja yang dijadikan acuan. Pendapat yang telah memperoleh kesepakatan
mayoritas kaum Muslim dan merupakan keinginan bersama dalam tataram tataran
aplikatifnya ini menjadi hukum yang wajib diikuti-meskipun mereka berbeda
pendapat tentang kebenaran relatifnya.

Dengan demikian, tujuan mengambil metodologi integratif ini bukan
berhenti pada satu pendapat saja. Sebab, yang demikian itu akan menghambat
kemajuan hidup dan sama memilih dengan tetap beku tanpa berupaya
memperbaiki dan menyesuaikan sikap dengan kondisi kehidupan yang terus
berkembang dan setiap hari menghasilkan sarana-sarana yang lebih dekat
kepada kemaslahatan dan membutuhkan tuntutan-tuntutan yang baru. Dengan
penyatuan metodologi, kita berusaha menolak perbedaan atau mendapatkan
berbagai kubu dengan memahami persoalannya, menutup masuknya
kepentingan pribadi, dan menolak pembatasan pada satu pendapat saja.

Dalam memulai metodologi integratif ini, kita harus berpegang pada
pedoman wajib para ahli fikih pada periode awal ketika fikih Islam mulai meluas
dan tersusun sesudah masa Rasulullah, sahabat, dan tabi’in, meskipun kehidupan
senantiasa berubah. Namun, bentuk keberagaman dan problem yang dialami
generasi pertama bukanlah satu-satunya corak Islam yang sudah baku. Tantangan

kebutuhan, hubungan atau konteks dan problem yang diberikan Allah kepada
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manusia senantiasa baru dan harus diganti dengan corak kehidupan Islam yang
sudah mengalami penyempurnaan sebagai respons kaum Muslim atas
permasalahan modernitas berdasarkan keyakinan serta parameter syariat yang
tunggal.

Pada masa sahabat, telah muncul banyak problem baru. Mereka berijtihad
dan memiliki mazhab dalam berpendapat dan berfatwa. Para sahabat yang ahli
ijtihad sebenarnya mengguanakan metodologi tertentu dalam memahami agama
dan mengemukakan pendapat. Sejak awal mereka tidak perlu tunduk pada satu
metodologi yang mereka gunakan dalam berijtihad tentang persoalan cabang.
Sebab, perkembangan pada waktu itu masih terbatas, dan pendidikan mereka telah
membentuk watak metodologinya bercorak tunggal. Para tabi’in dan ahli Fikih
generasi berikutnya mengikuti metodologi ini. Akibatnya, ketika persoalan telah
meluas dan bercabang serta materi fikih cabang semakin beragam, pandangan pun
ditujukan pada persoalan cabang ushdl Fikih. Karenanya, Ushal Fikih pun mulai
mengkristal dan memungkinkan para tokoh besar dalam fikih di kemudian hari,
seperti Al-Syafi’i menyelesaikan berbagai persoalan Ushdl Fikih dengan satu
metodologi universal dan ilmiah yang kaidah-kaidahnya telah mereka susun.

Setelah itu, pemecahan atas masalah Ushdl Fikih menjadi meluas. Meskipun
demikian, kehidupan agama umumnya cenderung mengalami kemunduran.
Motivasi yang lemah untuk melahirkan fikih dan amal perbuatan dalam realitas
kaum Muslim telah menyebabkan ilmu Ushdl Fikih- yang sebenarnya merupakan
petunjuk berpikir- dijadikan sebagai pengetahuan yang tak memberikan petunjuk

tentang Fikih dan tidak melahirkan suatu pemikiran. Akan tetapi, ia menjadi teori



109

abstrak yang berkembang seperti fikih dengan fokus yang berlebihan pada
persoalan cabang dan pembatasan-pembatasannya. Ilmu Ushdl Fikih ini
memandang ilmu-ilmu teoritis yang ada sehinnga didominasi oleh bentuk abstrak,
perselisihan pendapat yang mandul, dan terpengaruh oleh segala persoalan logika
Hellenisme dengan segenap kelemahannya. Dalam kondisi demikian, kehidupan
fikih mengalami kemandekan, kecuali sesudah munculnya beberapa mujtahid
fikih yang datang kemudian. Di antara mereka ini ada yang melahirkan mazhab
dalam metode fikih, dan ada juga yang berijtihad dengan metodologi para ulama
terdahulu.

Dewasa ini, kebutuhan akan metodologi Ushdl Fikih yang dapat dijadikan
landasan kebangkitan Islam sudah sangat mendesak. Selain itu, persoalannya
adalah kondisi ilmu Ushdl Fikih tradisional yang kita jadikan sebagai petunjuk
sudah tidak relevan lagi dalam memenuhi kebutuhan modern. Sebab, ia disusun
dalam kondisi historis dan dipengaruhi oleh watak watak problematika Fikih yang

menjadi pembahasan Fikih waktu itu.
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3. Qiyas Terbatas
Sebagaimana telah saya kemukakan, definisi dan para materi giyas yang
sempit dalam tradisi Ushdl Fikih kita harus dikaji kembali untuk disesuaikan dan
digunakan sebagai salah satu alat kebangkitan fikih. Pengertian giyas sebenarnya
luas sekali, mencakup makna lepas (‘afwi’) dan makna teknis yang dipatuhi oleh
para ahli fikih dalam menyamakan hukum cabang dengan hukum asal karena
memiliki alasan hukum (‘illah) serupa, syara asal, hukum cabang dan tujuan

hukum. Pola giyas konservatif ini hanya sebatas menganalogikan peristiwa

terbatas dengan peristiwa tertentu di masa lalu.
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* Hasan al-Turabi, Tajdid al-Fikr al-Islami, h. 41.
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4. Qiyas Luas
Barangkali ada baiknya kita memperlukan giyas dalam berbagai
masalah khusus (juz’iyyat) dengan menentukan sekumpulan nash dan
mengambil konklusi tentang tujuan atau kemashalatan agama dari berbagai
nash itu. Setelah itu, kita menerapkannya dalam berbagai situasi dan peristiwa

baru. Model inilah yang sangat dekat dengan fikih Umar ibnu al-Khatthab.

Sebab, fikih ini adalah fikih kemashalatan umum yang tidak membahas secara
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terperinci  penyesuaian berbagai  peristiwa khusus dan kemudian
menghukuminya berdasarkan analogi dengan berbagai peristiwa serupa
sebelumnya. Akan tetapi, ia berangkat dari orientasi perjalanan syariat awal
dan dengannya berusaha mengarahkan kehidupan saat ini.

Setiap giyas mengharuskan adanya abstraksi kondisi teretentu
sebelumnya berdasarkan nash. Contohnya adalah sebuah riwayat yang
menuturkan bahwa ada seorang pria datang kepada Rasulullah saw dan
berkata “Celakalah aku. Aku telah menggauli istri pada siang hari di bulan
Ramadhan,...” dan seterusnya. Kasus seperti ini adalah sebuah peristiwa yang
tidak akan pernah terulang secara persis sama. Mungkin kasus serupa terjadi
pada orang lain dengan istrinya sendiri. Meskipun demikan, Kkita tidak
mengambil pelajaran dari peristiwa itu dan menjatuhkan hukum di antar
keduanya. Barangkali batalnya puasa juga terjadi melalui cara lain seperti
makan atau minum.

Pertanyaan  sekarang  adalah: apakah  kita juga akan
mengabstrasikannya dengan menganggap cara itu dan berpegang pada segala
bentuk pembatalan puasa dan kemudian memperluas penentuan hukum? Para
ahli Fikih berbeda pendapat dalam hal itu. Demikianlah, metodologi giyas kita
menampakkan keluasan atau kesempitan dalam taraf abstraksi kondisi pertama
untuk memperoh tujuan hukum utama. Dalam perbedaan dalam hal itu tidak
menjadi masalah. Akan halnya giyas global yang lebih luas atau giyas
mashlahah mursalah, maka ia lebih tinggi derajatnya dalam mencari inti

tujuan hukum dengan cara mengambil sejumlah hukum agama yang



113

disandarkan pada sejumlah peristiwa dan mengambil darinya kemashalatan
umum. Lalu, kita mengurutkan hubungannya dari sisi prioritas ketertiban.
Dengan konsep kemashalatan agama, kita memperoleh petunjuk tentang cara
mengatur hidup kita dengan cara yang sesuai dengan agama. Bahkan, dengan
berpegang pada tujuan-tujuan itu, kita diberi kesempatan untuk memperluas

konsep-konsep keberagamaan secara leebih luas.
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5. lstishhab Luas

Pengertian paling umum tentang tujuan-tujuan syariat Islam adalah
segala bentuk ibadah kepada Allah yang ditunjukkan oleh akidah, yakni suatu
tujuan yang menghimpun sejummlah nash agama. Jika yang kita maksudkan
adalah seperti itu, kita bisa mengklaim bahwa yang dituntut oleh syariat
mencakup segala perbuatan dan aktivitas manusia yang ditujukan untuk
mengabdi kepada Allah, selain segala hal yang ditetapkan oleh syariat bahwa
ja tidak merealisasikan tujuan itu. Dalam batas umum terendah, Kita
menemukan universalitas syariat dan pola pengaturannya dalam kehidupan
umum. Akan tetapi, kita tidak memporoleh petunjuk luas di dalamnya bagi
kemashalatan, batas pengakuan, dan potensinya manakala semuanya itu
bertentangan dengan kenyataan hidup.

Dalam tataran universal tujuan syariat ini, kita setuju dengan prinsip
Ushdl Fikih luas lainnya, yakni istishhab, yang menyatakan bahwa agama
tidak diturunkan untuk membangun kehidupan yang seluruhnya baru dan
membatalkan semua kehidupan yang sudah ada sebelumnya. Sebab,
Rasulullah Saw tidak menganggap bahwa segala norma yang berlaku

sebelumnya dibatalkan, tidak berlaku dan harus dihancurkan untuk

> Hasan al-Turabi, Tajdid al-Fikr al-Islami, h. 39.
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membangun agama di atas prinsip yang sama sekali baru. Akan tetapi, prinsif
yang digunakan adalah bahwa apa yang sudah diketahui oleh manusia dapat
diterima, sementara agama diturunkan untuk memperbaiki urusan mereka
yang menyimpang.

Sesungguhnya persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat Muslim
saat ini lebih banyak berkaitan dengan persoalan politik keagamaan global
ketimbang persoalan-persoalan khusus. Karenanya, kita perlu mengetahui
dimensi-dimensi agama yang berhubungan dengan persoalan publik dan fardu
kifayah yang selama ini tidak banyak diperhatikan.

Al-Turdbi memuji fikih Ibn Hazm. Menurutnya, lbn Hazm adalah
seorang yang memiliki pengetahuan luas dengan persoalan politik, hukum,
dan pelbagai problem sosial umum. Oleh karena itu, dalam metodologi
ushdlnya, kita menemukan sebuah metode luas berupa istishab yang membuka
pintu pengembangan fikih, meskipun Ibn Hazm berpegang pada metodologi
literal dalam menafsirkan nash.®Terkait hal ini, Hallag mengatakan bahwa
lebih dari setengah abad setelah Rashid Rida, kegagalan untuk
mengartikulasikan sebuah teori hukum yang bermuara dalam konsep maslahah
masih tetap bertahan. Salah seorang pengusung pembaruan yang mengikuti
cara Rida menurut Hallag adalah Hasan al-Turabi. Al-Turabi berhasil
menyusun teori hukum, yaitu sebuah teori yang menurutnya menjadi bagian
integral wacananya tentang pembaruan (tajdid), walaupun menurut Hallaqg, al-

Turadbl belum melakukan itu. Meskipun demikian, al-Turabi membedakan

® Al-Turabi, Tajdid al-Fikr, 58.
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dirinya dengan semua pemikir yang lain. la adalah orang yang pertama yang
meninggalkan konvensi teori hukum yang dia pandang sebagai hal yang usang
dan tidak ada hubungannya dengan realitas kehidupan modern dan
permaslahanpermasalahannya. Teori Ushdl Fikih Klasik disusun secara sempit
dan dibatasi oleh logika formal untuk menghadapi perubahan masyarakat.’

Ali Jum‘ah juga mengatakan bahwa ilmu Ushl Fikih bukanlah cabang
ilmu yang sudah sempurna dan final, namun ia masih membutuhkan perbaikan
agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Ushdl Fikih klasik perlu
mendapat kajian dan penulisan ulang disesuaikan dengan konteks kekinian.
Tidak hanya sampai di situ, beliau juga menghendaki terjadinya penambahan
dalam muatan ilmu Ushdl Fikih. Namun demikian menurut Ali Jum‘ah, apa
yang dilontarkan oleh Hasan al-Turabi baru sebatas wacana dan usulan
terhadap rekonstruksi mengenai ilmu Ushdl Fikih dan belum menyentuh
kepada rekonstruksi dalam Ushdl Fikih itu sendiri. Hasan al-Turabi tidak
menjelaskan tema mana saja yang sudah tidak sesuai dengan konteks kekinian
dan juga tema apa yang perlu ditambahkan agar lebih sesuai dengan situasi
dan kondisi.?

Demikianlah pendapat al-Turabi tentang kelemahan pemikiran Islam
dan kelemahan teori Ushdl Fikih klasik dalam menjawab problematika

modern, sehingga harus dilakukan pembaruan.

6. Prinsip-Prinsip Pedoman Fikih Ijtihadi

"'Wael B. Hallag, A History of Islamic Legal Theories; An Introduction to Sunni Usul
Figh (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), cet. ke-3, h. 337-338.

8 <Ali Jum‘ah, Qadhiyah Tajdid Ushdl al-Figh, (Kairo: Dar al-Hidayah, 1413 H/ 1993 M),
cet. ke-2, h. 21-22.
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a) Musyawarah dan Kekuasaan

Ketika kita menghidupkan prinsip-prinsip luas yang didiamkan
olen Fikih Islam tradisional, kita membutuhkan kepastian hasil-hasil
ijtihad di dalamnya. Sebab, keluasannya melahirkan berbagai mazhab,
pendapat, dan hukum. Pedoman terpenting untuk mengatur masyarakat
Islam dan hukum. Pedoman terpenting untuk mengatur masyarakat Islam
dan memenuhi varian itu adalah bahwa dengan kekuasaan kolektifnya,
kaum muslim hendaknya menguasai sistem penyelesaian perbedaan dan
mengembalikannya pada kesatuan tanpa membiarkan urusan hukum
terikat oleh pendapat dan fatwa para ahli fikih tertentu. Pengaturan itu
dapat diselesaikan dengan musyawarah dan pertemuan untuk
merundingkam persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan
mereka.

Mereka yang lebih memahami menjelaskannya kepada mereka
yang berilmu sedikit. Mereka yang berilmu sedikit menyampaikan
persoalannya kepada mereka yang berilmu yang lebih banyak. Dengan
demikian, terjadilah interaksi dan diskusi hingga ada akhirnya ada
kepastian tentang persoalan itu: apakah pendapat umum mengkristal, atau
sebuah keputusan disepakati bersama, atau pendapat mayoritas diambil,
atau persoalan cabang yang tidak penting diserahkan kepada pemegang
urusan umum sesuai dengan spealisasinya-mulai dari pemimpin, polisi

hingga pekerja kecil.
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Menggunakan Ushdl Fikih yang luas sekali, atau melahirkan fatwa
persoalan cabang yang beragam, tidaklah menjadi persoalan dalam
pedoman ini. Bahkan, banyaknya pilihan yang diberikan dalam
musyawarah kaum Muslim dan banyaknya materi yang diungkapkan
untuk menghadirkan keputusan mereka merupakan sesuatu yang
memberikan kemashalatan.

b) Kapabilitas dan Dimensi ljtihad

Di samping upaya-upaya resmi yang menghasilkan satu jaminan
untuk menolak perbedaan pendapat menuju kesepahaman dan sistem
tunggal, aturan-aturan tentang kapabilitas dalam melakukan ijtihad
mencakup pembentukan pemikiran keagamaan berdasrkan ilmu memadai
yang mengontrol keinginan individu dan mendekatkan unsur-unsur
pikiran. Seorang mujtahid terpercaya lebih sempurna daripada yang lain
dalam mengusai ilmu-ilmu agama, bahasa, tradisi, dan ilmu-ilmu alam dan
sosial yang masing-masing bersumber dari wahyu, teks, eksprimen dan
rasio. Kehidupan agama hanya bisa tegak dengan seluruh ilmu itu.

Di kalangan kaum Muslim, ada berbagai standar tentang hierarki
ilmu lebih sempurna dan derajat perilaku lebih lurus yang mereka gunakan
untuk membedakan ahli Fikih dari pemikir lainnya serta mengurutkan
kedudukan mereka yang relatif untu diberi otoritas tentang pendapat kuat.
Penilaian tentang kapabilitas ijtihad adalah persoalan relatif dan tambahan.
Akan tetapi, sebagian penulis yang berpegang teguh pada standar

beranggapan bahwa hal itu adalah strata tertentu yang membedakan
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peringkat para mujtahid dari umumnya para ahli fikih. Ijtihad hanyalah
sebuah fungsi dalam menggunakan ilmu dan rasio yang ditelaah oleh
orang Yyang belajar dan kemudian meningkat menjadi matang. Di
dalamnya ada peringkat pemikir yang seharusnnya dihormati oleh
masyarakat Muslim. Jika kita memperhatikan derajat ijtihad dengan
berbagai syaratnya yang baku, tidak dijumpai aspek seperti dalam dunia
ilmu.

Sesungguhnya kapabilitas ijtihad merupakan sejumlah standar ilmu
dan disiplin luwes yang diperuntukkan bagi kaum Muslim untuk
digunakan dalam menilai kepemimimpinan berpikir mereka. Mereka yang
dianugerahi ilmu memadai dipercaya sesuai dengan ilmunya. Barangsiapa
dipandang memiliki sedikit ilmu dan kurang berakhlak, ucapannya
didengat dan kemudian diremehkan atau dibiarkan.

c) Standardisasi

Pada akhirnya ketika negara mengeluarkan pendapat dan mazhab,
ia harus mengadakan musyawarah dan standardisasi pendapat dan hukum
yang digunakan sebagai pegangan. Bahkan, negara harus berhati-hati pada
standarisasi dan pembakuan hukum terutama dalam mengatur kehidupan
masyarakat yang cerdas. Jika pola tradisional mewakilkan urusan
pengembangan hukum kepada ahli Fikih yang menunggu terjadinya
masalah dan baru kemudian menyelesaikan penyelesaian serta fatwanya,

masyarakat yang cerdas mengambil orientasi tertentu dalam gerakannya
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dan tidak asal-asalan serta abstrak dalam merencanakan sistem undang-
undangnya semampu mungkin.
. Gerakan Fikih dari Masa Kejumudan ke Pembaruan
(@) Takut akan Kebebasan

Bagaimanapun, pengingkaran atas hal-hal baru merupakan hukum
sosial umum. Lewat cara inilah masyarakat melakukakan proses
penyeimbangan antara unsur-unsur statis dan unsur-unsur dinamis agar
semuanya itu tidak membeku lalu mati, tidak juga jahat dan kemudian
menyimpang. Pengingkaran kaum konservatif yang merasa superior
adalah fenomena yang terus bergerak dalam menghadapi ijtihad baru.
Mereka sangat gencar menyerang kampanye pembaruan.
(b) Moderasi dan Progresi

Keseimbangan antara yang statis dan dinamis hendaknya
merupakan hikmah yang diinginkan. Sebab, menyampaikan konsep-
konsep konservatif dan memperingatkan perubahan kepada masyarakat
Muslim dalam kadar yang tidak berimbang dalam kondisi seperti kita
sekarang ini, sama artinya dengan meletakkan sesuatu tidak pada
tempatnya

(c) Tantangan-Tantangan Internal dan Eksternal

Dalam menuju kebangkitan fikih Islam, kita menghadapi tantangan
eksternal. Dalam hal ini, kita memerlukan bantuan ilmu-ilmu yang
dihasilkan oleh manusia untuk beribadah kepada Allah melalui pemikiran

dan ijtihad. Kadang-kadang kita terperosok dalam tawanan perang
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pemikiran sehingga paramater kita berubah tanpa kita sadari. Inilah satu
kesalahan yang sering diingatkan kepada Kkita. Selain itu, kita juga
menghadapi tantangan internal dari masyarakat kita sendiri yang belum
kita perhatikan dan kita pelajari pemecahannya.

Masyarakat kita berpegang pada konsep-konsep tradisional yang
diyakini sebagai mewakili agama dan dipegang secara teguh. Ketika kita
berusaha memperbarui keberagamaan ini dan mengganti konsep
kehidupan Islam yang mereka warisi, sudah bisa dipastikan bahwa
masyarakat tradisional akan bertindak dengan berbagai konsep, mazhab
dan tarekat yang mereka pegangi sebagai warisan suci yang disandarkan
pada inti agama yang baku. Kita harus menyiapkan diri untuk berinteraksi
dengan tantangan internal maupun eksternal ini.

Pergerakan yang diusung oleh Hasan Al-Turabi adalah gerakan
pembaruan, yang mengacu pada masalah politik, keagamaan, hukum dan
persoalan sosial lainnya. Namun yang paling menonjol dari pada itu ialah
bahwa Hasan Al-Turabi memfokuskan pergerakan pada ranah politik yang
menekankan kepada sistem negara dan penyelesaian konflik sosial yang
berakibat pada perang sipil di Sudan. Dalam pergerakkannya Hasan Al-
Turabi berusaha mengkombinasikan Islam dalam konsep pembaruannya,
hal ini terlihat ketika dia mengungkapkan konsep tajdid, yang bermuatan

revolusioner dan radikal.’

® Jonh L. Esposito, John O. Voll, Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer, terjamahan

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 139 (judul asli, Makers of contemprary Islam), h.

149.
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Sebagaimana perubahan dalam dalam bidang politik, Hasan Al-
Turdbi juga mengartikulasikan kembali tentang interpretasi terhadap
doktrin agama. Dalam beberapa hal Hasan Al-Turabi mengkritisi secara
gamblang dengan menawarkan interpretasi ‘baru’ dengan konotasi positif.
Misalnya ketika memberikan penawaran tentang interpretasi ijtihad yang
(menurutnya) identik dengan perubahan bahkan merupakan kewajiban
Islam, “Tuhan, yang Maha Agung dan Mulia tidak membiarkan kita
memilih tantangan baru. Tetapi la berharap kita memilih respon Kita
terhadap tantangan yang ada”.’® Secara mendasar, Hasan Al-Turabi
hendak meletakkan konsep pembaruan pada seluruh bidang kehidupan
sosial dengan harapan dapat memberikan kontribusi kolektif kepada
seluruh umat manusia, sebagaimana konsep Islam sebagai rahmat bagi
alam dengan proporsi yang adil.

Dalam pelaksanaannya, Hasan Al-Turadbi senantiasa berusaha
menjawantahkan prinsip llahiah yang abadi dengan realitas sejarah yang
senantiasa berubah. Dengan demikian akan dapat mudah dipahami bahwa
sejarah yang dialami manusia (khususnya muslim) akan senantiasa
berhubungan langsung dengan prinsip yang telah baku, tinggal bagaimana
meletakkannya dalam konteks tertentu.

Dalam usaha pembaharuan ini, Hasan Al-Turdbi menitikberatkan
pada persoalan bahwa tuntutan yang paling berat adalah bagi orang yang

berilmu. Maka dari itu, Hasan Al-Turabi memberikan definisi baru tentang

% Lihat Jonh L. Esposito, John O. Voll, Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer,
terjamahan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 139 (judul asli, Makers of contemprary
Islam), h. 149.
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orang yang berilmu (para ulama). Menurutnya, orang yang berilmu
(ulama) adalah orang yang benar-benar mengetahuai warisan pengetahuan
(ilm) (penyampaian) agama. Ulama berarti siapa saja yang berpengetahuan
cukup banyak untuk menghubungkan ilmu pengetahuan dengan Tuhan.**
Sebagai sarjana hukum dan figur yang berkecimpung langsung
dengan hukum, bahkan pernah menjadi pejabat hukum di pemerintahan,
perhatian Hasan Al-Turabi terhadap sistem hukum diakui cukup intensif.
Mengingat pada waktu itu tejadi pergolakan politik luar biasa di Sudan, hal
tersebut membuat Hasan Al-Turabi terpanggil untuk me-reveiw sistem
konstitusi Sudan. Ketidakstabilan yang terjadi menurut Hasan Al-Turabi

tak lain adalah imbas dari krisis konstitusional*?

, untuk itu perlu dan sangat
penting sekali diadakan pembaruan dan reformasi yang efektif di bidang
hukum dan konstitusional. Dalam kesempatan ini, Hasan Al-Turabi
menawarkan satu solusi mengatasi Kkrisis ini, yaitu dengan perumusan
kembali tata hukum Islam (syari’ah).

Turabi mengusulkan ‘Fikih Baru’ yang akan mengatasi

pembatasan-pembatasan Fikih lama, dan dia sangat spesifik dalam

mendefinisikan pendekatan dan metodologi.

! Esposito, Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer ..., h. 151
12 Krisis konstitusi ini berawal dari pencabutan perlindungan hukum terhap Sudan

Communist Party pada tahun 1965. Partai in telah secara aktif telibat dalam Revolusi Oktober
(1965) yang mengakhiri preode pertama kekuasaan meliter dan menandai permulaan era
parlementer kedua. Islam Brotherhood (yang aktif didalamnya Hasan Al-Turdbi) memulai
kampanye aktif untuk mengeluarkan komunis dari parlemen dan mencabut perlindungan hukum
terhadap SCH. Parlemen memberlakukan pelarangan terhdap SCP, dan kemudian Mahkamah
Agung mendeklarasikan hal tersebut tidak konstitusional. Lihat Esposito, Tokoh Kunci Gerakan
Islam Kontemporer-..., h. 153
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Pengetahuan manusia telah berkembang pesat, sedangkan Fikih lama berdasarkan
pada pengetahuan yang dibatasi [oleh kondisi era sejarah Fikih tersebut].....
merupakan keharusan bagi kita untuk mengambil sikap baru dalam Fikih Islam
sehingga kita dapat memanfaatkan semua pengetahuan untuk mengabdi kepada
Tuhan. Ini merupakan kontribusi baru yang memadukan apa yang terdapat
dibidang pengetahuan tradisional yang telah diwarisi.......dengan pengetahuan
rasional yang diperbaharui setiap saat dan dilengkapi dengan eksperimen dan
observasi. Dengan pengetahuan gabungan semacam itu, kita dapat memperbaharui
Fikih kita untuk keimanan kita dari masa kemasa dalam kehidupan kontemporer.™

Usaha Hasan Al-Turabi dengan brotherhood-nya bak gayung bersambut,
ketika “Undang-undang September” melalui dekrit Ja’far Numayri disahkan
menjadi hukum positif di Sudan, pelembagaan Hukum Islam ini terjadi pada tahun
1983. Hal ini merupakan step awal Islamisasi di Sudan di bidang hukum dan
politik.

Melihat ke belakang, sejarah yang dilalui Islam, wanita memiliki peran
penting dalam beberapa hal tertentu. Islam tidak pernah mendiskriminasi
perempuan, namun belakangan ada stigma miring bagi perempuan pergerakan.
Inilah yang terjadi di Sudan disaat Hasan Al-Turabl menjadi aktivis pergerakan
pembaruan. Pemahaman yang dangkal mengenai teks agama (yang banyak
menyita perhatian ulama) merupakan salah satu faktor yang menentukan
pandangan tehadap perempuan pergerakan. Kesan sebagai kelas yang

dinomorduakan membuat ruang gerak perempuan menjadi terbatas, meskipun

3 Lihat Esposito, Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer ..., h. 154.
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dalam hal-hal tertentu memang dibatasi, namun tidak berarti mempersemit ruang
gerak kaum perempuan. Hal ini dengan tegas dijelaskan Hasan Al-Turabi bahwa
untuk mengadakan perubahan dalam suatu masyarakat, komponen masyarakat
harus juga direformasi.

Kedudukan perempuan dalam sebuah ajang perubahan adalah sama
dengan pria, sama-sama dalam menggapai satu tujuan perubahan tersebut. Di
masa pra-Islam peran perempuan tangguh tidak dibisa dipungkiri lagi (atas
perhitungan Allah tentunya), sebagai contoh setelah ibunda Nabi Wafat, yang
menjadi perantara perkembangan dan pertumbuhan sang Nabi tak lain adalah
wanita yang mendapat berkah (Halimah As-sa’diah). Kemudian pada awal masa
kenabian pengorbanan Khadijah menjadi contoh yang tak terbantahkan bagi para
perempuan muslimah yang menghendakai mereka sebagai teladan.

Melihat dari sejarah dan bukti tersebut maka tidak ada lagi alasan untuk
mendiskriminasikan perempuan muslimah pergerakan. Mungkin inilah yang
dimaksudkan Hasan Al-Turdbi mengenai perempuan pada masa pergerakan,
bahwasanya kontribusi perempuan dalam perubahan mutlak diperlukan,
bagaimana hendak melakukan perubahan sedangkan sumberdaya manusianya
(perempuan) tidak berubah, bgaimana mungkin generasi rabbani akan lahir dari
perempuan yang tidak rabbani, adapun komponen penting dalam perubahan
adalah pendidikan (ilmu pengetahuan).

Terlepas dari uraian diatas mengenai pandangan Hasan Al-Turabi tentang
perempuan muslimah, ada satu statement yang perlu dicermati yaitu ketika dia

mengungkapkan bahwa, “..dan dalam yurisprudensi Islam, tidak ada susunan
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peraturan yang terpisah untuk mereka ..... anggapan mendasar dalam syari’ah
adalah bahwa jenis kelamin bersifat tidak pen‘cing”.14

Menurut penulis, meskipun ada nash mengungkapkan bahwa laki-laki dan
perempuan yang melakukan kebaikan akan mendapatkan ganjaran setimpal. Tidak
di pisahkan antara ganjaran laki-laki dan ganjaran bagi perempuan, namun
demikian bila menurut pendapat Hasan Al-Turdbi bahwa jenis kelamin tidak
penting, lalu bagai mana mungkin Allah mengkhususkan dan membedakan
kapasitas ibadah antara laki-laki dan perempuan (misalnya masalah rukhsah puasa
dan shalat bagi wanita haid) bukankah hal ini adalah indikasi perbedaan
perempuan dan laki-laki?. Hal ini menurut analisa penulis bahwa jenis kelamin
adalah penting adanya, karena sesungguhnya tidak ada yang sia-sia apa yang
diciptakan Allah.

Membicarakan Hasan Al-Turabi tentu tidak terlepas dari pandangannya
mengenai konsep negara Islam. Permasalahan sentral ini dapat kita jumpai di
beberapa karyanya dan karya para penulis tentang dia. Sebagaimana dapat kita
jumpai pada buku “Dinamika Kebangungan Islam, watak, proses, dan tantangan”
yang ditulis oleh John L. Esposito, pada salah satu bagian buku tersebtu dengan
khusus membahas Negara Islam dalam pandangan Hasan Al-Turabi.

Berbicara tentang negara Islam (khususnya di Indonesia) akan selalu
menuai kontroversi, baik itu mengenai teknis dan praktis, atau sistem dan
mekanismenya. Namun demikian akan sangat membantu jika diketahui mengenai

pemikiran Hasan Al-Turabi tentang ini. Menurutnya bahwa negara merupakan

4 Esposito, Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer-..., h. 162.
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penjawantahan dari kepentingan umum umat Islam, tidak mungkin berdiri tanpa
didukung oleh masyarakat yang Islami. Menurut perspektif Hasan Al-Turabi,
paling tidak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah negara Islam
yaitu; bahwasannya negara Islam harus berlandaskan doktrin Tauhid, sebagai
suatu program ibadat yang menyeluruh dan ekslusif®®, kemudian suatu negara
bukanlah negara yang nasionalistis, karena ketaatan utama hanya diberikan
kepada Allah, dan barulah diberikan kepada masyarakat orang yang beriman,
yang selanjutnya adalah bahwa suatu negara islam bukanlah suatu kesatuan yang
mutlak dan berdaulat. la tunduk dengan norma-norma syari’at yang lebih tinggi,
yang mewakili kehendak Tuhan.

Dalam buku yang sama (Dinamika Kebangunan Islam), di tuliskan bahwa,
“bentuk suatu pemerintahan Islam ditentukan oleh prinsip Tauhid, yang mampu
mendatangkan kemerdekaan, persamaan dan persatuan para penganut. Orang
dapat menyebut sebuah negera Islam sebuah republik,........ pada masa permulaan
Islam sistem pemerintahan disebut khilafat (Khilafah) yang menekankan pada
penggantian Nabi, dan dengan cara menundukan segala kekuasaan pada sunnah
atau caranya..”

Jika dianalisa paragraf di atas, seolah-olah Hasan Al-Turdbi hendak

menginformasikan kepada pembacanya bahwa negara Islam bisa saja berbentuk

> John L. Esposito, Dinamika Kebangunan Islam, Watak, Proses, dan Tantangan,
(Jakarta: Rajawali Pers,1987), h. 306. terjemahan dari buku asliny yang berjudul, Voices of
Resurgent Islam. Negara Islam itu sendiri sebenarnya tidak pernah di deklarasikan, sebagaiman
pernyataan Fachruddin, “memang tidak pernah negara Islam diproklamasikan oleh Rasulullah
SAW., dan waktu itu belum ada apa yang dinamakan proklamasi suatu negara bahkan banyak
negara yang disembunyikan wujudnya untuk tidak mengundang musuh”. (Fuad M. Fachruddin,
Pemikiran Politik Islam, Jakarta: Pedoman llmu Jaya) tanpa tahun. H. 51, lihat juga John L.
Esposito, Dinamika Kebangunan Islam, Watak, Proses, dan Tantangan, (Jakarta: Rajawali
Pers,1987), h. 306. terjemahan dari buku asliny yang berjudul, Voices of Resurgent Islam.
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republik atau lainya, namun tetap dalam satu asas tauhid yang menjadi landasan
setiap kebijakan kenegaraan. Hal tersebut sejalan dengan realita abad ini, dimana
tidak dijumpai lagi negara Islam yang mengunakan istilah khilafah setelah
runtuhnya kekhilafahan terakhir (khilafah usmaniah di Turki) dalam pemerintahan
negara tersebut. Yang terpenting adalah, bagaimana menjadikan Islam sebagai
dasar apapun yang berhubungan manusia, baik itu bersifat lokal maupun
universal.

Sebagai mana dimungkinkannya sebutan lain dari bentuk negara Islam,
maka dimungkinkan pula sistem lain dari luar Islam yang dapat membangun dan
mengokohkan negara Islam. Hal tersebut dijelaskan Hasan Al-Turabi sebagai
berikut, “dalam sebuah negara Islam yang besar, konsultasi kiranya dilakukan
secara tidak langsung, dan diusahakan melalui para wakil rakyat. Hal ini
dilakukan dalam sejarah permulaan Islam dan diakui oleh para fugaha dalam
acuan mereka sebagai ahl al-hal wal agd atau ahl al-syura (mereka yag
menyelesaikan urusan masyarakat)”.'® Kemudian dalam paragraf berikutnya di
tuliskan, “Jadi, suatu tatanan pemerintahan Islam pada hakikatnya adalah suatu
bentuk demokrasi'’perwakilan. Tetapi keterangan ini memerlukan pembatsan
sebagai berikut. Pertama, suatu republik Islam sesungguhnya bukan suatu

pemerintahan langsung dari dan untuk rakyat, ia adalah suatu pemerintahan

1® Esposito, Dinamika Kebangunan Islam, ... h. 309

7 Meskipun penggunaan kata tersebut (demokrasi) sangat dibenci oleh sebagian ulama
komtemporer. Sebagaimana Abu Muhammad al-Maqdisiy, yang dengan sengit menghujat “agama
baru” tersebut. Dalam bukunya Akankah Demokrasi Membawa kejayaan dalam Islam dengan
tegas menggolongkan Yusuf Al-Qardhawi sebagai ulama su’, yang telah menfatwakan bahwa
pasukan muslim Amerika boleh bergabung dengan pasukan Amerika untuk memerangi kaum
muslimin Afganistan, dengan dalih loyalitas nasionalisme dan kebangsaan harus didahulukan atas
loyalitas agama dan agidah. Baca, Demokrasi sejalan Dengan Islam? Akankah Demokrasi
Membawa kejayaan dalam Islam, (Jakarta: Ar Rahmah Media, 2008) h. 18.
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syariah. Tapi dalam arti pokoknya ia merupakan pemerintahan rakyat, karena
syariah mewakili keyakinan-keyakinan rakyat dan karena itu kehendak mereka
langsung.’® Demikian halnya dengan parlemen (DPR), bahwasannya keputusan
yang di ambil dari setiap persetujuan adalah suatu keputusan yang secara total
mengacu pada syariah, yang mana tidak ada otoritas manusia yang bisa
mencampuri putusan syariah tersebut, manusia hanya dibatasi dengan persoalan
teknis, tidak dalam hal yang prinsipil.

Hasan al-Turdbi mengusulkan perluasan makna qiyas dan istishab.
Menurut al-Turabi, sebenarnya pengertian qiyas luas sekali, mencakup makna
lepas (‘afw) dan makna teknis yang harus dipatuhi oleh para ahli fikih dalam
menyamakan hukum far® dengan hukum ashl karena memiliki alasan hukum
(‘illah) yang serupa, syarat hukum asal, hukum cabang, dan tujuan hukum.
Berbagai persoalan khusus (juz’iyat) dalam qiyas harus diperluas dengan
menentukan sekumpulan nash dan mengambil konklusi tentang tujuan atau
kemaslahatan agama dari berbagai situasi dan peristiwa itu. Kemudian diterapkan
untuk situasi dan peristiwa baru. Pola kerja seperti ini, menurut al-Turdbi yang
dimaksud dengan fikih Umar ibn al-Khattab. Sebuah fikih kemaslahatan umum
yang tidak membahas secara terperinci penyesuaian berbagai peristiwa khusus dan
kemudian menghukuminya berdasarkan analogi dengan berbagai peristiwa serupa
sebelumnya. Akan tetapi, ia berangkat dari orientasi perjalanan syariat awal dan
dengannya berusaha mengarahkan kehidupan saat ini. Jadi setiap qiyas

mengharuskan adanya abstraksi kondisi tertentu sebelumnya berdasarkan nash.

'8 Esposito, oh.cit, h. 309
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Sebagai contoh al-Turabi menukil sebuah riwayat di mana seorang pria
datang pada Nabi SAW dan berkata: ”Celakalah aku. Aku telah menggauli istri
pada siang hari di bulan Ramadhan...”. Menurut al-Turabi, kasus seperti ini tidak
akan pernah terulang lagi secara persis sama. Mungkin kasus serupa bisa terjadi
pada orang lain dengan istrinya sendiri, tapi kita tidak mengambil pelajaran
(i’tibar) dari peristiwa itu dan menjatuhkan hukum di antara keduanya. Karena
bisa jadi penyebab batal puasanya adalah persoalan lain semisal makan atau
minum. Persoalannya kemudian, apakah kita juga akan mengabstraksikannya
dengan menganggap cara itu dan berpegang pada segala bentuk pembatalan puasa
dan kemudian memperluas penentuan hukumnya? Selanjutnya al-Turabi
menyatakan bahwa keluasan dan kesempitan qiyas yang dipergunakan ditentukan
pada taraf abstraksi kondisi pertama untuk memperoleh tujuan hukum utama.
Qiyas mujmal yang lebih luas atau qiyas mashlahah mursalah lebih tinggi
derajatnya dalam mencari inti tujuan hukum dengan cara mengambil sejumlah
hukum agama yang disandarkan pada sejumlah peristiwa dan diambil unsur

kemaslahatan umum darinya.

B. Implementasi Pemikiran Pembaruan Ushdl Fikih Hasan al-Turabi Dalam
Hukum Islam
1. Qiyas Yang Luas
Dinamika hukum Islam dibentuk oleh adanya interaksi antara wahyu

dan rasio. Itulah yang berkembang menjadi ijtihad; upaya ilmiah menggali dan
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menemukan hukum bagi hal-hal yang tidak ditetapkan hukumnya secara
tersurat (manshis) dalam syariah (al-kitdb wa sunnah). Dengan demikian,
sumber hukum Islam terdiri atas: al-Qur'an, Sunnah, Ijma’ dan akal. Selain
dari sumber hukum primer tersebut, dikenal juga adanya sumber-sumber
sekunder (al-mashadir al-tab'iyyah), yaitu: syariah terdahulu (syar' man
gabland). Pendapat sahabat Nabi (gaul al-shahabi), kebiasaan/adat-istiadat
(al'urf), Istihsan, Istishlah dan Istishhab.

Seiring perkembangan masa, semakin banyak problem yang kita
dapatkan dalam proses interaksi manusia. Kita ketahui bahwa al-Qur’an dan
hadist merupakan sumber hukum yang masih universal penjelasannya.
Sehingga dibutuhkan ijtihad para mujtahid. Tidak bisa dipungkiri bahwa
amalan para mujtahid masih sangat diperlukan dalam menginstinbathkan
hukum syara. Sebab ada hal-hal tertentu dalam hukum syara” yang memang
masih butuh penjelasan lebih lanjut. Biasanya yang menjadi objek dari giyas
ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan cabang bukan pokok dari suatu
perkara hukum syara’.

Biasanya untuk hal yang pokok telah dicantumkan hukumnya dalam
al-Quran maupun al-hadits. Qiyas menjadi sangat penting mengingat makin
banyak permasalahan baru dalam dunia islam yang berkaitan dengan syara’
seiring dengan perkembangan zaman.

Qiyas secara bahasa adalah:

Ploger @lobudl @lagd 15l goid! jyas

9 Abdul hamid Hakim, Kitab Mabadiul Awaliyah, karangan Syeh Abdul hamid Hakim,
hal 18.
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Artinya: Qiyas berarti mengukur, atau menyamakan sesuatu dengan yang
lain.

Para ahli Ushdl Fikih merumuskan giyas dengan: “manyamakan atau
mengukur sesuatu kejadian yang tidak ada nash Al-Qur’an dan Hadist)
tentang hukumnya dengan kejadian yang disebutkan dalam nash karena ada
kesamaan antara dua kejadian itu didalam illat hukum tersebut.” Dari
rumusan diatas dapat dijelaskan beberapa hal:

1. Kejadian (4=i5) adalah peristiwa, perbuatan, tindakan yng tidak ada
hukumnya atau belum jelas hukumnya baik dalam Al-Qur’an maupu As-
Sunnah. Dalam ilmu Ushal Fikih hal ini disebut “far’un” (g _4).

2. Suatu peristiwa dapat disebut far’un apabila: adanya kemudian, tidak ada
kesamaan illat dengan peristiwa yang akan disamainya. Kejadian yang
telah ada ketentuan hukumnya baik didalam A-Qur’an maupun As-Sunnah
disebut ashal (J=!) atau disebut disebut juga “magqiis ‘alaih” (4le (is)
yaitu sesuatu yang akan digiyaskan kepadanya, atau “masyabbah bih”
(42 4xdw) yaitu yang akan diserupakan dengannya.

Qiyas secara istilah adalah:

20 . - .
oSl § Laezss oy JuaY I 580l o,
Qiyas juga bisa berarti menyamakan sesuatu yang tidak ada nash
hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena ada persamaan

illat hukum. Karena dengan giyas ini berarti para mujtahid telah

mengembalikan ketentuan hukum kepada sumbernya al-quran dan hadits.

20 Abd al-Mulk bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini, Imam al-Haramain,
al-Waragat, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Jilid 1, h. 26.
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Sebab dalam hukum Islam kadang tersurat jelas dalam al-quran dan hadits,
tapi kadang juga bersifat implicit-analogik (tersirat) yang terkandung dalam
nash. Beliau Imam Syafi’i mengatakan “Setiap peristiwva pasti ada
kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya”. Namun jika
tidak ada ketentuan hukum yang pasti, maka haruslah dicari dengan cara
ijtihad. Dan ijtihad itu adalah giyas.*

Proses penggiyasan dilakukan dengan cara menganalogikan sesuatu
yang serupa karena prinsip persamaan ‘i/lat akan melahirkan hukum yang
sama. Asas giyas adalah menghubungkan dua masalah secara analogis
berdasarkan persamaan sebab dan sifatnya. Apabila pendekatan tersebut
menemukan titik persamaan maka konsekuensi hukumnya harus sama pula
dengan hukum yang ditetapkan.

Hasan al-Turdbi mengatakan bahwa konsep giyas konvensional

sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama klasik yang notabene memiliki syarat

dan aturan yang ketat tidak relevan lagi digunakan untuk konteks sekarang. Al-

Turabi juga mensinyalir masuknya silogisme logika Yunani dalam konsep giyas

sebagai penyebab kurang berdayanya giyas dalam menghasilkan hukum. Selain

itu, ia juga mendorong untuk menggunakan istishab sebagaimana konsep istishab

yang dipahami oleh Ibn Hazm.

Dengan konsep mumathalah, peristiwa yang tidak jelas hukumnya itu

dapat disamakan hukumnya dengan yang ada nashnya, maka cara penetapan

hukum seperti ini dapat dikatakan menggunakan nash syara® secara tidak

2l Muhammad Abu Zahrah,Ush(l Figh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), h. 336.
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langsung. Usaha istinbat dan penetapan hukum yang menyamakan, maka metode
penyamaan inilah yang disebut oleh ahli fikih dengan giyas (analogi).

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan ra’yu untuk menggali hukum
syara‘ apabila al-Qur’an dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas.
Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan ra’yu, yaitu penggunaan ra’yu
yang masih merujuk kepada nash dan penggunaan ra’yu secara bebas tanpa
mengaitkannya dengan nash. Meskipun Qiyas tidak menggunakan nash secara
langsung, tetapi karena merujuk kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa qiyas
juga sebenarnya menggunakan nash, namun tidak secara langsung.?

Dalam hal penerimaan ulama terhadap giyas sebagai sumber hukum,
Muhammad Abu Zahrah membagi menjadi tiga kelompok; pertama, jumhur
ulama yang sepakat menjadikan qiyas dalam hal-hal yang tidak terdapat
hukumnya dalam nash al-Qur’an, sunnah, dan ijma‘ ulama. Mereka menggunakan
giyas secara tidak berlebihan dan tidak melampaui batas kewajaran. Kedua, ulama
Zhahiriyyah dan Syi‘ah Imamiyyah yang menolak penggunaan qiyas secara
mutlak. Zhahiriyyah juga menolak penemuan‘illah atas suatu hukum dan
menganggap tidak perlu mengetahui tujuan ditetapkan suatu hukum syara‘.
Ketiga, kelompok yang menggunakan giyas secara luas dan mudah. Mereka pun
berusaha menggabungkan dua hal yang tidak terlihat kesamaan ‘illah di antara

keduanya kadang-kadang memberi kekuatan yang lebih tinggi terhadap qiyas,

2 Amir Syarifuddin, Ushl Fikih (Jakarta: Kencana, 2009), jilid 1, h.157.
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sehingga giyas dapat membatasi keumuman sebagian ayat al-Qur’an atau
sunnah.?

Sebagai pemangku wewenang untuk memberi penjelasan di satu sisi, dan
menghadapi realitas sosial yang berkembang di sisi lain, Rasulullah terkadang
harus menggunakan akal yang disebut dengan ijtihad dalam penerapan hukum.
Ijtihad Rasulullah tersebut pada dasarnya merupakan pengungkapan ilham ilahi
dan pemahaman mendalam terhadap semangat hukum (ruh al-tashri‘), mengingat
apapun yang diucapkannya bukanlah berdasarkan hawa nafsu melainkan wahyu
Tuhan kepadanya. Adapun bentuknya terkadang dilakukan secara kolektif yakni
musyawarah bersama para sahabat atau dilakukan secara pribadi dengan
memproyeksikan kasus yang tidak ada aturan hukumnya dengan kasus yang ada
aturan hukumnya dalam al-Qur’an, yang disebut dengan qiyas, sekalipun dalam
pengertian luas.**

Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah
Nabi pernah melakukan ijtihad atau tidak. Pendapat pertama, mengatakan bahwa
Nabi boleh dan mungkin saja melakukan ijtihad. Alasannya, Allah menegur Nabi
atas apa yang diperbuatnya seperti yang diterangkan dalam QS. al-Anfal ayat 67
dan al-Taubah ayat 43. Adanya kritik Allah atas apa yang diperbuat Nabi itu
menunjukkan bahwa apa yang diperbuat Nabi dalam kedua kasus tersebut adalah
semata-mata atas hasil buah pikirannya dan tidak bersandarkan wahyu. Hal ini
berarti Nabi telah melakukan ijtihad. Pendapat kedua mengatakan, Nabi tidak

pernah melakukan ijtihad. Di antara alasannya adalah Nabi sering tidak

2 Amir Syarifuddin, UshGl Fikih, h.164
24 Al-Amidi, al-1hkam fi UshQl al-Ahkam, h. 141.
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memberikan jawaban atas suatu pertanyaan yang diajukan kepadanya. Seandainya
Nabi dapat melakukan ijtihad, tentu Nabi tidak perlu menunggu turunnya wahyu,
tetapi dapat langsung memberikan jawaban dengan ijtihad. Pendapat ketiga
mencoba mengambil jalan tengah. Kelompok ini berpendapat bahwa Nabi dapat
dan pernah melakukan ijtihad dalam urusan keduniaan terutama dalam masalah
peperangan, tetapi tidak ber- ijtihad dalah urusan hukum syara‘.?®

Setelah Rasulullah wafat, otoritas penyelesaian hukum berpindah kepada
para sahabat. Mereka mengadopsi cara-cara yang dilakukan Rasulullah dalam
penyelesaiannya, yaitu mula-mula dengan merujuk kepada al-Qur’an dan
selanjutnya beralih kepada hadis Nabi, jika tidak ditemukan aturan hukumnya
dalam al-Qur’an tersebut. Ketika dibutuhkan mereka melakukan ijtihad
berdasarkan kemampuan pandangan mereka terhadap makna-makna nash dari
aspek latar belakang historis, tujuan-tujuan dan alasan-alasan hukum, serta
berdasarkan pengetahuan bahasa Arab yang dimiliki. Mereka tidak menggunakan
kaidah-kaidah sistematik dan ketat seperti yang dirumuskan oleh para ahli hukum
Islam sesudahnya.”®

Seiring dengan meluasnya wilayah kekuasan Islam dan terjadinya interaksi
sosial antara kaum Muslimin dan penduduk asli, terutama setelah periode sahabat,
maka kasus-kasus baru yang diperlukan aturan hukumnya juga bermunculan.

Dalam menghadapi pelbagai persoalan hukum yang semakin kompleks ini, para

tabi‘in dan tabi‘ tabi‘in berusaha secara maksimal untuk menyelesaikannya

% Lihat Amir Syarifuddin, Ushdl Fikih..., j. 2, h. 244-247.

% Muhammad Musa, al-ljtihad wa Mada Hajatina llaih fi Hadha al- ‘4sr, (Kairo: Dar al-
Kutub al-Hadithah, t.t), h. 37. Lihat juga Muhammad ‘Ali al-Sayis, Nash ah al-Figh al-1jtihdd wa
Atwaruh, (Kairo: Silsilah Buhuth al-Islamiyyah, 1390 H/ 1970 M), h. 6.
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dengan mengikuti langkah Rasulullah dan para sahabat, bahkan mengembangkan
metode-metodenya. Para ahli hukum Islam berikutnya memberi penafsiran
metode ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat tersebut, dan cenderung
memproyeksikannya kepada konsep-konsep yang berkembang pada periode
kematangan pemikiran hukum Islam.

Para ulama fikih pada periode permulaan, mereka masih menggunakan
istilah-istilah yang berbeda-beda satu sama lain. Mereka dalam menetapkan
hukum masih berpegang pada kaidah yang pada gilirannya dikenal dengan
masalih al-mursalah, yang hanya bertujuan menghasilkan manfaat dan
menghindarkan kemudaratan yang tidak tercantum hukumnya dalam nash sebagai
sumber utama syariat, serta tidak tercantum hukumnya secara spesifik. Selain itu,
mereka juga mengambil langkah sadd alzari‘ah (tindakan preventif), yaitu
menutup sebagaian persoalan mubah, apabila hal itu akan membuka jalan bagi
tindakan yang haram bagi orang yang melakukannya.?’

Khudari Beik (w. 1938 M) mengatakan bahwa ijtihad para sahabat
semuanya terhimpun ke dalam konsep giyas.”® Sedangkan Abu Zahrah
mengatakan bahwa sebagian sahabat berijtihad dalam batas-batas pemahaman al-
Qur’an dan sunnah, sedang sebagian yang lain menggunakan qiyas dan
maslahah.?® Sementara Salam Madhkur berpendapat bahwa ijtihad para sahabat
itu tersimpul dalam tiga bentuk; pertama, menafsirkan nash-nash, kedua,

menggunakan metode giyas, dan ketiga, menggunakan maslahah mursalah dan

2" Muhammad “Ali al-Sayis, Nash ah al-Figh al-ljtinad wa Atwaruh, h.86.

%8 Muhammad al-Khudari Beik, Ushdl al-Figh, (Kairo: Daral-Fikr al-‘Arabi, 1409 H/
1988 M),h. 115.

? Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Mazhahib al-Islamiyyah fi Tarikhal-Mazhahib al-
Fighiyyah, (Kairo: Daral-Fikr al-‘Arabi, t.t ), j. 2, h. 23.
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istihsan.*® Terlepas dari apapun interpretasi tentang bentuk dan namanya, kreasi
ijtihad mereka disebabkan kuantitas nash hukum terbatas, sedangkan kasus hukum
yang muncul tidak terbatas. Ditambah lagi penjelasan al-Qur’an tersebut tidak
selamanya tegas dan terperinci, melainkan kebanyakannya hanya berifat global.

Ahli-ahli hukum Irak seperti Abu Hanifah (w.150 H), di samping
menggunakan al-Qur’an, sunnah, qaul sahabi, ijma‘ dan ‘urf, banyak
menggunakan akal dalam bentuk giyas dan istihsan, sehingga ia sering disebut
imam aliran ahl al-ra’y. Dalam memperoleh suatu hukum yang tidak ada dalam
nash, kadang-kadang ulama mazhab ini meninggalkan kaidah qiyas dan
menggunakan kaidah istihsan. Alasannya, kaidah umum (qgiyas) tidak bisa
diterapkan dalam menghadapi kasus tertentu. Mereka dapat mendahulukan giyas
apabila suatu hadis mereka nilai sebagai hadis ahad.*

Sementara ahli-ahli hukum Madinah seperti Malik (w. 179 H) lebih
banyak menggunakan nash berupa al-Qur’an, sunnah, fatwa sahabat, dan tradisi
penduduk Madinah. Alasannya adalah karena menurut Imam Malik fatwa sahabat
dan tradisi penduduk Madinah di zamannya adalah bagian dari sunnah Nabi.
Namun Imam Malik juga mengunakan rasio (ra’y) seperti qiyas, almaslahah al-
mursalah, sadd al-zari‘ah, istihsan, dan istishab. Adapun qiyas jarang sekali
digunakan oleh mazhab Maliki ini. Bahkan mereka lebih mendahulukan tradisi

penduduk Madinah dari pada giyas.*

% Muhammad Salam Madhkur, al-Madkhal li al-Figh al-Islami, (Beirut: Daral-Fikr, t.t.),
h. 22

1 Abu Zahrah, Tarikh al-Mazhahib al-Islamiyyah fi Tarikhal-Mazhahib al-Fighiyyah, h.
130-160.

% Abu Zahrah, Tarikh al-Mazhahib al-Islamiyyah fi Tarikh al-Mazhahib al-Fighiyyah, h.
214-219. Lihat juga ‘Ali al-Sayis, Nash’ah al-Figh al-1jtihad wa Atwaruh, h.101-103.
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Adanya perbedaan dua aliran di atas, membuat al-Shafi‘i merasa
terpanggil untuk melakukan moderasi. la mencoba merumuskan teori hukum yang
memadukan pemikiran Hanafiyyah yang rasional dan pemikiran Maliki yang
tradisional. Coulson menyebut al-Shafi‘i sebagai figur yang muncul secara tiba-
tiba dalam menyelesaikan masalah yang sulit.** Hasil usahanya ini melahirkan
antara lain teori hukum Islam dalam kemasan empat sumber hukum yang banyak
dipedomani oleh ahli hukum Islam, yaitu al-Qur’an, hadis, ijma’ dan giyas.>*
Husein Hamid Hasan mengatakan bahwa dari sisi metode kaidah-kaidah hukum,
al-Shafi‘i adalah sebagai arsitek ilmu ushiil membatasi ijtihad dengan cara
menggunakan giyas. Menurutnya, giyas dan ijtihad adalah dua istilah yang
identik.*
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Namun hal tersebut dibantah oleh al-Ghazali dengan pernyataan beliau:

% N.J. Coulon, A History of Islamic Law, (London: Edinburg University Press, 1964),
h.53.

% Joseph Schacht, The Origin of Muhammadan Law, (London: Oxford University Press,
1971), h.141.

® Namun menurut al-Bazdawi, giyas tidak sama dengan ijtihad. Menurutnya, giyas dapat
disebut ijtihad hanya secara metaforis (majaz), sebab ijtihad adalah proses untuk menerapkan
giyas. Kadang-kadang giyas disebut juga dengan nazar, karena dalam proses penerapannya
melibatkan penalaran yang mendalam. Dalam menjelaskan pernyataan al-Bazdawi di atas, ‘Abdul
‘Aziz al-Bukhari menyatakan bahwa pandangan al-Shafi‘i di atas berbeda dengan pandangan yang
dijadikan pegangan oleh para ahli fikih secara umum. Bagi ‘Abdul ‘Aziz al-Bukhari, ijtihad lebih
umum dari pada giyas. Qiyas adalah salah satu cara ijtihad dan hanya selalu melalui prosedurnya,
tetapi tidak demikian dengan ijtihad. Lihat ‘Abdul ‘Aziz al-Bukhari, Kashf al-Asréar, (Beirut: Dar
al-Fikr, 1421 H/ 2000 M), Jilid 3, h. 988.

% Abd al-Mulk bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini, Imam Al-Haramain,
Kitab al-Talkhis fi Ushdl al-Figh, (Beirut: Dar al-Basyair al-1slamiyah, tth), Jilid 3, h. 150.

¥ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Musthasfa, (Beirut: Dar al-
Kutub al-llmiyah, 1993), Jilid 1, h. 281.



141

0 ~

<z s 8 . s o, _E o 5% ‘3’/,5,

‘g,muc,js;ﬁmswm_nwﬁ 3l &Y las a5

¥ 8 ad  elzall i W @i 3las LolaIW 551855 (e saad)

s ﬁi.k)\u.ﬂa@ ”’_A.(pzl\d.u < Ylguu|@}2é@u

¥ W55 das ad gl §,45055 ALl A Ga Je ) sl

_‘.{‘_‘zj‘ &‘ww‘&n&w&‘Mwyj /”‘JLQ_'
YA o )

AN w\;@_ll I 3a 6:‘-“

Menurut Al-Ghazali pernyataan bahwa Qiyas adalah Ijtihad sebuah

pernyataan yang salah, karena ijtihad lebih bersifat umum daripada giyas itu

sendiri. Karena dalam ijtihad terkadang dengan memandang pada keumuman

(nash) dan kedalaman (makna) lafazh, dan seluruh bentuk pendalilan kecuali

giyas.
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% Al-Ghazali, al-Musthasfa, loc. Cit.
% Abu al-Hasan Saidu ad-Diin Ali bin Abi Ali bin Muhammad bin Salim ats-Tsalabi, al-
Ihkam fi Ushdl al-lhkém, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiy, tth), Jilid 3, h. 184.



142

oyell 3 el Sl BLIS (g ,alls oYl o Gyladl slaws!
" dasy e ga ol Loga Lo paladl ISl
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, al-Turdbi mengritik
konsep giyas tradisional. Menurutnya, giyas tradisional tidak memadai bagi
kebutuhan saat ini karena keterbatasan yang dimilikinya sebagai refleksi
penggunaan kriteria logika formal pengaruh logika Yunani. Qiyas mesti ditinjau
kembali untuk meningkatkan kualitasnya dan menjadikannya sebagai sarana
kebangkitan fikih.21
Sejarah mencatat, pada masa sahabat dan tab‘in, giyas muncul dalam
bentuk yang liberal. Masing-masing mereka menganalogikan peristiwa baru yang
serupa dengan peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah. Kemudian mereka
menetapkan hukumnya seperti di zaman Rasulullah. Akan tetapi kaum Muslim
merasa takut tersesat menggunakan giyas yang tidak teratur ini dan lantas
menghentikan penggunaan giyas seperti itu, dan selanjutnya menggantinya
dengan logika formal analitis yang membakukan giyas dalam rumus detil dan
mendalam yang hampir tidak melahirkan fikih baru. Pergeseran semacam ini
sudah terpola dan menuntut pembaruan yang terus menerus. Ketika kaum Muslim
memiliki banyak mujtahid, mereka merasa takut akan terjadi kekacauan.z2
Muhammad Roy mengutip Ahmad Hasan mengatakan bahwa giyas sebagai salah
satu metode penetapan hukum yang disistematisasikan oleh al-Shafi‘i, mengalami

perubahan makna dan fungsi secara signifikan. Sebelum adanya pembakuan oleh

0 Abd al-Hamid bin Muhammad bin Badiis as-Shonhaji, Mabadi Asl-Ushul, (Beirut: As-
Syirkah Al-Wathaniah, tth), Jilid 1, h. 24.
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al-Shafi‘i dalam al-Risalah, giyas belum dalam formulasi yang baku. Qiyas
masih dalam bentuknya yang bebas sebagai suatu penalaran liberal dalam
menentukan suatu hukum (reasoning).

Dari perspektif yang telah dijelaskan di atas terlihat jelas perbedaan giyas
mainstream jumhur ulama klasik dan perspektif al-Turabi. Ulama klasik
menetapkan Kkriteria-kriteria tertentu dan ketat untuk melakukan giyas. Di antara
unsur giyas yang menjadi perdebatan antara keduanya adalah tentang ‘asl atau
landasan hukum dari al-Qur’an ataupun hadis. Jika tidak memiliki landasan
hukum dari al-Qur’an maupun hadis, maka hal ini menurut ulama klasik tidak bisa
disebut giyas. Sebaliknya, al-Turdbi mengatakan bahwa jika konsep giyas tetap
terikat dengan nash, maka hukum juga tidak akan berkembang. Tegasnya, konsep
giyas yang diinginkan oleh al-Turabi adalah giyas penggunaan ra’y murni dan

terbebas dari keterikatan dengan nash.

2. lstishab yang Luas

2
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*1 Ali Haidar dan Amin Afandi, Durar al-Hikam fi Syarh Majallati al-Ahkam, (Beirut:
Dae al-Jail, 1991), Jilid 1, h. 23.
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Menurut Muhammad Ubaidillah al-As’adi, istishab adalah menetapkan
hukum atas sesuatu berdasarkan dalil yang telah ada sebelumnya, dan dipandang
tetap berlaku sampai adanya dalil lain yang mengubahnya.”® Sedangkan al-
Ghazali mendefinisikannya dengan, berpegang pada dalil akal atau syara’, bukan
karena tidak mengetahui adanya dalil, melainkan setelah dilakukan pembahasan
atau penelitian yang cermat, diketahui tidak adanya dalil yang mengubahnya.**
Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa istishab adalah berlakunya hukum
mengenai sesuatu berdasarkan dalil yang telah ada sebelumnya, baik dalil akal
maupun syara’ selama tidak ada dalil lain yang membatalkannya.

Adapun secara terminologi Ushal Fikih, -sebagaimana umumnya istilah-
istilah yang digunakan dalam disiplin ilmu ini- ada beberapa definisi yang
disebutkan oleh para ulama Ushdl Fikih, diantaranya adalah:

a. Definisi al-Asnawy (w. 772H) yang menyatakan bahwa “(Istishhab)
adalah penetapan (keberlakukan) hukum terhadap suatu perkara di masa
selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena
tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan (hukum

tersebut).”45

*2 Muhammad Hasan Abd al-Ghafar, Taisir Ushul al-Figh li al-Mubtadiin, (Beirut: ttp,
tth), Jilid 1, h. 15.

“ Muhammad Ubaidillah al-As’adi, al-Mujiz Fi Ushdl al-Figh, (Ttp: Dar as-Salam,
1990), h. 251

“ Abu Hamid al-Ghazali, al-Musthasfa, ... h. 159.

** Abd ar-Rahiim bin al-Hasan bin Ali al-Asnawi Asy-Syafii Abu Muhammad Jamalu ad-
Diin, Nihayah al-Saul Syarh Minh&j al-Wushl, (Beirut: Dar al-Kutub al-1Imiah, 1999), Jilid 1, h.
361.
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b. Sementara al-Qarafy (w. 486H) —seorang ulama Malikiyah mendefinisikan
istishhab sebagai “keyakinan bahwa keberadaan sesuatu di masa lalu dan
sekarang itu berkonsekuensi bahwa ia tetap ada (eksis) sekarang atau di
masa da‘[ang.”46

Definisi ini menunjukkan bahwa istishhab sesungguhnya adalah penetapan
hukum suatu perkara —baik itu berupa hukum ataupun benda- di masa Kini
ataupun mendatang berdasarkan apa yang telah ditetapkan atau berlaku
sebelumnya. Seperti ketika kita menetapkan bahwa si A adalah pemilik rumah
atau mobil ini — entah itu melalui proses jual-beli atau pewarisan-, maka selama
kita tidak menemukan ada dalil atau bukti yang mengubah kepemilikan tersebut,
kita tetap berkeyakinan dan menetapkan bahwa si A-lah pemilik rumah atau mobil
tersebut hingga sekarang atau nanti. Dengan kata lain, istishhab adalah
melanjutkan pemberlakuan hukum di masa sebelumnya hingga ke masa kini atau
nanti.*’

Muhammad Musa Towana tidak menggunakan kata istishab, melainkan
bara’ah al-ashliyah.” Muhammad Musa menjelaskan bahwa dalam sebuah
peristiwa di mana seorang wanita yang sedang dalam masa iddah, menikah
dengan lelaki lain, Umar ibn Khatab memberikan fatwa bahwa lelaki itu tidak

boleh menyetubuhi wanita tersebut (melakukan hubungan suami isteri) selamanya

(hurmah muabbadah). Hal ini, menurut Umar, agar tidak terjadi penyimpangan

"Jo¥1 olesll § s e sl G glopdl G ol igeds @Sl e 3)le 39, el Golomsazal”
“® Abu al-Abbas Syihab ad-Diin Ahmad bin Idris bin Abd ar-Rahman al-Maliki as-Syahir
bi al-Qurafi, Syarh Tangihu al-Fushdl, (Beirut: Syrikah Ath-Thobaah al-Faniah al-Mutahiddah,
1973), h. 199.
*" Ushal al-Figh al-Muyassar, 2/103-104
*® Muhammad Musa Towana, al-ljtihad, (Mesir, Dar al-Kutub al-Hadisah, 1971), h. 40.
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terhadap perintah Allah, sekaligus menjaga keturunan (muhafazah an-nasl).
Sebaliknya, Ali ibn Abi Thalib memberikan fatwa yang berbeda dengan Umar.
Menurut Ali, lelaki tersebut boleh saja menggauli wanita itu jika ia mau, tentu
saja setelah masa iddahnya berakhir. Umar ibn Khatab, dalam menyelesaikan
kasus ini, berpegang pada al-maslahah al-mursalah.*® Sedangkan Ali ibn Abi
Thalib berpegang pada al-bara’ah alashliyah.>® Pendapat Ali ini didasarkan pada
keumuman ayat QS. An-Nisa: 3 dan 24.

“...maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat...”
“...dan dihalalkan bagi kamu selain hal yang demikian itu (yaitu) mencari isteri-
isteri dengan hartamu untuk dinikahi secara sah bukan untuk berzina...”*

Pada masa setelah sahabat, sebagian besar tabi’in berpendapat bahwa
segala sesuatu pada dasarnya adalah dibolehkan (ibahah), selama tidak ada dalil
nash yang melarangnya.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan sekaligus
menghindarkan kesulitan. Pendapat ini diambil dari perkataan mereka sendiri,
diantaranya Said ibn al-Musayab (w.94 H), Salim ibn Umar, Syuraih al-Qadhi,
Atha’ ibn Ribah, Zuhri dan Umar ibn Abdul Aziz (w. 101 H). Mereka menyatakan
bahwa mendengar nyanyian dan alat musik rebana tidaklah dilarang (halal)

selama tidak mengajak dan membawa kepada kemunkaran serta tidak

memalingkan diri dari melaksanakan kewajiban seperti halnya nyanyian yang

* Untuk melihat lebih jauh tentang ijtihad Umar yang sering disebut berdasarkan
pertimbangan maslahat, lihat Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah, (Beirut: Dar al-Fikr,
tt.), juz 11, h. 20-21.

% Muhammad Musa Towana, al-ljtihad, (Mesir, Dar al-Kutub al-Hadisah, 1971), h. 40.

> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Surabaya: Surya
Cipta Aksara, 1993), h. 544,
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dapat memalingkan hati dan menimbulkan rangsangan. Mendengar nyanyian itu
dibolehkan selama tidak ada nash yang mengharamkannya. Menurut Salam
Madkur, pendapat seperti ini juga telah dianut oleh sebagian sahabat
sebelumnya.®

Ibn al-Musaiyib juga membolehkan membaca Alquran bagi orang yang
sedang dalam keadaan junub dengan syarat tidak menyentuh mushafnya.>® Al-
Ghazali juga membagi istishab dalam empat kategori. Pertama, istishab bara’ah
az-zimmah, kedua, istishab al- ‘umum dan an-nash. Ketiga, istishab hukm dal as-
syar’u ‘ala subutih wa dawamih. Keempat, istishab al-ijma’ fi mahal al-khilaf.
Istishab yang terakhir ini terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai
kehujjahannya.>® Syaukani (w.1255 H) tidak jauh berbeda dengan Sarakhsi dan
Ghazali. la juga membagi istishab menjadi empat yakni istishab ma dal al- ‘ag/ wa
syar’'u ‘alasubutih wa dawamih, istishab al-ashl, istishab al-hukm al- ‘agl, istishab
ad-dalil ma’a ihtimal almu’aridh. Pada akhirnya, istishab yang telah terkonstruksi
secara jelas dan rinci ini kemudian melahirkan beberapa kaedah umum vyaitu al-
yaqin la yuzalu bi as-syak, al-ashl fi az-zimmah al-bara’ah, alashl fi al-asyya’ al-
ibahah dan al-ashl baga’ ma kana ‘ala ma kana.™

Ulama figh menetapkan beberapa kaidah yang didasarkan pada istishab,

diantaranya adalah;

%2 Muhammad Salam Madkur, al-Jjtihad Fi Tasyri’ al-lslami, (Kairo: Dar an-Nahdah al-
Arabiyah, 1992), jilid I, h. 69.

%3 Muhammad Salam Madkur, al-Jjtikad Fi Tasyri’ al-lslami, ..., jilid I, h. 69.

> Al-Ghazali, al-Mustashfa,... h. 159.

*® Jalaluddin as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazair, (Singapura: Sulaiman Mar’i, tt.), 56,
59 dan 66.
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Maksudnya adalah pada dasarnya seluruh hukum yang sudah ada dianggap
berlaku terus sampai ditemukan dalil yang menunjukkan hukum itu tidak berlaku
lagi. Contohnya seperti kasus orang hilang di atas. la tetap dihukumi masih hidup

sampai ada dalil yang menunjukkan atas kematiannya.
ov., R . ¢
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Maksudnya adalah pada dasarnya hal-hal yang bersifat bermanfaat bagi
manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan. Melalui kaidah ini, maka seluruh
akad/transaksi dianggap sah, selama tidak ada dalil yang menunjukkan atas

batalnya. Sebagaimana juga pada sesuatu yang tidak ada dalil syara’ yang

melarangnya, maka hukumnya boleh.
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Maksudnya adalah pada dasarnya seseorang tidak dibebani tanggung
jawab sebelum adanya dalil yang menetapkan tanggung jawab seseorang. Oleh
karana itu, seorang tergugat dalam masalah apapun tidak bisa dinyatakan bersalah

sebelum adanya pembuktian yang kuat dan menyakinkan bahwa ia bersalah.

Teladly Jlse Y cnadd

% Abu Hasan Said ad-Diin Ali bin Muhammad bin Salim ats-Tsalabi, al-Ihkam fi Ushul
al-Ahkam, (Beirut: Al-Maktabah al-Islami, tth), Jilid 1, h. 198.

%" Ahmad bin Syaikh Muhammad az-Zarqa, Syarh al-Qawaid al-Fighiyah, (Mesir: Dar al-
Qalam, 1989), Jilid 1, h. 481.

%8 Abd al-Aziz bin Ahmad bin Muhammad Alauddin al-Bukhari al-Hanafi, Kasyf al-Asrar
Syarh Ushul al-Barwadzi, (Beirut: Dar al-Kitab al-1slami, tth), Jilid 3, h. 378.

* Abdurrahman bin Abi Bakr Jalal ad-Diin as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazhair,
(Beirut: Dar al-Kutub al-l1Imiah, 1990), h. 124.
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Maksudnya adalah suatu kenyakinan tidak bisa dibatalkan oleh suatu yang
diragukan. Atas dasar kaidah ini, maka seseorang yang telah wudlu apabila
merasa ragu apakah sudah batal atau belum, maka ia berpegang pada
kenyakinannya bahwa ia belum batal. Contoh lain apabila seseorang makan sahur
di akhir malam, kemudian ia ragu apakah sudah terbit fajar ataukah belum, maka
dalam hal ini sahurnya diteruskan dan puasanya sah. Karena keyakinan bahwa
hari masih malam lebih kuat dibanding keraguan bahwa fajar telah terbit.

Ulama Ushadl Fikih berbeda pendapat tentang kehujahan istishab ketika
tidak ada dalil syara’ yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi. Pendapat
pertama dikemukakan oleh Ulama Mutakallimin. Menurutnya istishab bukanlah
merupakan hujjah atau tidak bisa dijadikan dalil, karena hukum yang ditetapkan
pada masa lampau juga menghendaki adanya dalil. Hal itu juga berlaku juga
untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang.
Menurutnya dasar hukum pada istishab merupakan penetapan hukum tanpa dalil.
Jadi sekalipun suatu hukum telah ditetapkan pada masa lampau dengan suatu
dalil, untuk memberlakukan hukum itu pada masa sekarang atau yang akan datang
diperlukan dalil lain. Pendapat yang kedua dikemukakan oleh mayoritas Ulama
madzhab Hanafi. Menurut mereka istishab bisa dijadikan hujjah untuk
menetapakan hukum. Mereka mengatakan istishab adalah hujjah untuk
mempertahankan, bukan untuk menetapkan. Istishab hanya dapat dijadikan hujjah
untuk mempertahankan hukum yang sudah ada, selama tidak ada dalil yang
merubahnya, dan tidak berlaku untuk menetapkan hukum pada kasus yang baru

muncul. Pendapat yang terakhir dikemukakan oleh madzhab Maliki, Syafi’i,
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Hambali, az-Zahiri dan Syiah. Mereka mengatakan istishab dapat dijadikan hujjah
secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama tidak ada dalil
yang merubahnya.

Menurut al-Turabi, inti istishab adalah bahwa agama itu tidak diturunkan
untuk membentuk kehidupan dalam corak yang seluruhnya baru, dan
mencampakkan kehidupan agama sebelum agama itu diturunkan. Rasulullah tidak
pernah menyatakan bahwa semua nilai yang berlaku sebelum Islam adalah tidak
berlaku, batil dan harus diruntuhkan, lalu di atas puing-puingnya dibangun agama
yang dilandaskan atas ketentuan yang sama sekali baru, bahkan prinsip yang
sangat dipegangi adalah bahwa apa yang selama ini dikenal masyarakat sebagai
suatu kebaikan (ma‘ruf) pasti tetap diterima. Syariat diturunkan dan memasuki
kehidupan masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan mereka yang
selama ini masih buruk. Karena itu, setiap kali al-Qur’an menyebutkan kata al-
ma ‘ruf atau al- ‘urf (kebaikan), maka kata ini mencakup pengertian kebaikan yang
pernah berlaku, dan pasti kebaikan seperti itu tetap dibenarkan oleh Islam. Setiap
kali Islam menyebutkan kata al- ‘ad! (keadilan) dan al-qgisth (kelurusan), pasti ia
memelihara semua nilai keadilan yang pernah dikenal ummat manusia dan dapat
dirasakan oleh hati nurani yang tulus.

Ada beberapa kaidah fikih yang berhubungan dengan urf ini, diantaranya

adalah:
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Kehidupan ini ditegakkan atas sekian banyak warisan-warisan kebenaran
yang telah ditinggalkan oleh agama sebelumnya, atau atas nilai yang dijadikan
petunjuk oleh fitrah manusia. Setelah itu baru muncul syariat terakhir yang
mengikuti apa yang telah diajarkan sebelumnya, meluruskan apa yang bengkok,
dan menyempurnakan apa yang belum sempurna. Dalam kitabullah dan sunnah
Nabi terdapat pelbagai nash yang secara langsung menunjuk pada penerimaan
kaidah-kaidah istishab sebagai penegasan atas dalil-dalil umum yang diterimanya
dari agama dan nilai-nilai warisan sebelumnya, seperti yang terdapat dalam al-
Qur’an dengan kehidupan yang ada pada masa sebelumnya. Ini sesuai dengan
kaidah istishab dalam fikih yang berbunyi: segala sesuatu itu pada prinsipnya

adalah halal.
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8 Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid as-Sayuwasi al-Ma’r(f bi Ibni al-Humam,
Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Jilid 6, h. 231.

®! Ibid, jilid 8, h. 32.

%2 Abd al-Wahhab Khalaf, Ilmu Ushu al-Figh, (Mesir: Dar al-Qalam, tth), Jilid 1, h. 90.
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Dalam perbuatan, semuanya mubah (diperbolehkan),Orang yang berada
dalam perlindungan bebas dari kewajiban, Semua upaya yang sungguh-sungguh
dari seorang mu’min untuk mengabdi kepada Allah, pasti diterima. ,Segala yang
diperlukan untuk kehidupan di dunia ini bersifat netral. ,Tidak ada kewajiban dan
tidak pula larangan, kecuali bila betul-betul ada nash yang jelas untuk itu,
sehingga ternapikan sifat-sifat kebolehan mengerjakan perbuatan tertentu itu. Al-
Turdbi mengklaim, apabila kita gabungkan prinsip istishab ini dengan prinsip
maslahah mursalah, maka akan terciptalah Ush{l Fikih yang terbuka bagi fikih
kehidupan sosial dalam Islam.
Dalam satu pendapat bahwa istishab ini adalah sebuah hukum dengan cara
menetapkan suatu perkara pada zaman kedua dengan membandingkannya dengan
keadaan suatu perkara tersebut di zaman pertama. Dalam kata lain istishab

merupakan penetapan hukum sebagaimana hukum asalnya.
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% Abu Abdillah Badar ad-Diin Muhammad bin Abdullah bin Bahadur az-Zarkasyi, al-
Bahr al-Mubhith fi Ushu al-Figh, (Beirut: Dar al-Kutubi, tth), Jilid 8, h. 10.
®4as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazhair, ... Jilid 1, h. 60.
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Namun al-Turébi dalam karya-karyanya tidak memberikan defenisi baru
ataupun penjelasan yang lebih detil tentang konsep istishab yang ia maksud. Al-
Turabi terkesan hanya mengkonfirmasi penggunaan konsep istishab dalam
menentukan suatu hukum. Dengan menggunakan konsep istishab ini, maka
produk hukum (fikih) yang dihasilkan akan lebih luwas dan luwes, karena
substansi dari konsep istishab ini adalah bahwa segala sesuatu pada dasarnya
belum memiliki hukum defenitif, kecuali ada nash yang menerangkannya.

Tanpa menyebutkan data yang otentik, al-Turadbi menegaskan adanya
kekayaan bukti tekstual untuk memperlihatkan validitas prinsip istishab. Al-
Turabi mengkualifikasi istishab sebagai istishab ekspansif (al-istishab alwasi®)
dengan merubah prinsip dari batas-batasnya yang sempit dalam teori tradisional
menjadi baru dan berdimensi luas. Dalam teori hukum tradisional, istishab
dipahami sebagai sesuatu yang dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu,
misalnya yang melibatkan suami yang hilang. Seorang laki-laki yang tidak
kembali dari suatu perjalanan dianggap hidup sampai bukti memperlihatkan
sebaliknya, atau sampai waktu telah berlalu diperkirakan dia tidak dapat lagi
bertahan menghindari kematian alami. Sepanjang dua syarat ini tidak terpenuhi,
maka istrinya tidak dapat dianggap sebagai janda, dan tidak diizinkan untuk
menikah lagi. Namun ini bukan bentuk istishab yang sedang al-Turabi pikirkan,
karena kualifikasi ekspansif dimaksudkan untuk melahirkan konsep dari ranah

kasus-kasus hukum tertentu kepada prinsip-prinsip metodologi hukum. Apabila

* Abd al-Kariim bin Ali bin Muhammad an-Namlah, al-Jami Li Masail Ushu al-Figh wa
Tathbigatuha ‘ala al-Madzhab ar-Rajih, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2000), Jilid 1, h. 375.
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kita menggabungkan prinsip-prinsip dengan maslahah yang ekspansif ini (al-
qiyas alwasi®) maka menurut al-Turdbi kita memiliki metodologi hukum yang
berjangkauan luas yang dapat secara sukses menghadap masalah-masalah dalam
wilayah publik kehidupan Islam modern. Namun al-Turdbi tidak menjelaskan
proses-proses apa saja yang dilibatkan dalam metodologi baru ini. Al-Turébi juga
tidak menjelaskan contoh kasus hukum untuk menggambarkan teori ini.

Al-Turébi tidak menuntut bahwa semua mujtahid berada dalam peringkat
yang sama dan terdidik secara keseluruhan untuk mengambil peran ini. Hasil
ijtihad menurutnya tetap tidak lebih daripada sebuah tawaran, di mana akan ada
persetujuan atau penolakan. Pilihan terakhir tetap berada di tangan masyarakat
dan bangunan politik yang mewakilinya. Setelah sampai pada sebuah konsensus
mayoritas, negara merancang aturan-aturan itu dalam sebuah Undang-undang
yang mengikat. Semua tawaran lainnya akan diabaikan.

Menurut penulis, pembaruan teori hukum al-Turabi masih sangat umum dan
tidak jelas. Penjelasan tentang konsep pembaruan ini tidak dijelaskan secara
memadai. Prinsip giyas ekspansif (giyas wasi’) dan istishab ekspansif (istishab
wasi’) itu sangat diperlukan penjelasannya lebih detil. Bagaimana aplikasi dari
konsep giyas ekspansif (giyas wasi’) dan istishab ekspansif (istishab wasi’) dalam
tataran praktis masih absurd karena tidak diikuti oleh contoh kasus. Dengan
demikian, tanpa mengartikulasikan sebuah teori dengan rinci, al-Turabi -
sebagaimana yang juga dikatakan oleh el-Affandi- tidak dapat dikatakan telah
menawarkan sebuah konsep hukum yang memadai untuk mendukung apa yang

disebut dengan revolusi al-Turab.
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Penulis sepakat dengan pendapat ‘Ali Jum‘ah yang mengatakan bahwa apa
yang dilontarkan oleh Hasan al-Turabi baru sebatas wacana dan usulan terhadap
rekonstruksi mengenai ilmu Ushdal Fikih dan belum menyentuh kepada
rekonstruksi dalam Ushdl Fikih itu sendiri. Hasan al-Turabi tidak menjelaskan
tema mana saja yang sudah tidak sesuai dengan konteks kekinian dan juga tema
apa yang perlu ditambahkan agar lebih sesuai dengan situasi dan kondisi.

Menurut Fadallah Abdalla, -sebagaimana yang dikutip el-Affandi- al-Turabi
hanyalah mencari sensasi, karena tidak didukung oleh alasan dan otoritas
keilmuan yang memadai. Kritikus lain juga berpendapat bahwa hukum yang
diajukan al-Turadbi tidak sesuai dengan syariah, tapi hanya didasarkan pada
konstitusi sekuler. Al-Turdbi juga menyerukan untuk menafsirkan kembali al-
Qur’an dan tidak tergantung dengan tafsir produk ulama klasik, karena tafsir al-
Qur’an di masa lalu hanya mencerminkan semangat zamannya saja. Al-Turébi
juga berusaha untuk membedakan proyeknya antara pembangunan atau
modernisasi agama (tatwiir al-diin) dan pembaruan agama (Tajdid al-diin).
Tajdid al-diin  merupakan kebangkitan model berpikir dan berperilaku.
Sedangkan tatwiir al-diin adalah usaha agar agama bisa beradaptasi dengan
modernitas.

Al-Turabi bahkan melangkah lebih jauh. la berpendapat bahwa kita dapat
memilih bentuk ibadah mahdah yang sesuai dengan keinginan kita. la juga
mendorong untuk menentang tradisi atau pemikiran keagamaam klasik, dan

mencela semua orang yang mengikuti warisan lama sebagai sifat kaku dan
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pemalu. la ingin membatalkan semua kontribusi generasi masa lalu dan kembali
langsung ke sumber asli.

Pendapatnya tentang bebasnya perempuan untuk bergaul dengan laki-laki
dianggap bertentangan dengan ketentuan syariah, yang tidak menganjurkan
perempuan untuk pergi bekerja kecuali dalam kondisi dharurat, namun harus tetap
ada pemisahan yang ketat antara laki-laki dan perempuan. Al-Turabi pun
mengakui pendapatnya ini bertentangan dengan pendapat ulama pada umumnya
selama berabad-abad ini. Namun pendapat-pendapat di atas, al-Turadbi tidak
menjelaskan rasionalisasi dari aplikasi konsep pembaruannya ini.

Teori rekonstruksi al-Turabi ini tidak jelas karena tidak diberikan penjelasan
yang memadai secara elaboratif dan tanpa bisa dibuktikan dengan contoh kasus
empiris. Dengan melihat argumentasi yang dikemukakannya, al-Turadbi hanya
terkesan mengafirmasi untuk kembali kepada konsep giyas pra al-Shafi‘i yang
belum terinfiltrasi oleh logika formal filsafat Yunani. Selain itu, ia juga hanya
melegitimasi konsep istishab Ibn Hazm yang mengatakan bahwa segala sesuatu
asalnya adalah ibahah sampai ada dalil yang menjelaskan haram atau wajibnya.
Al-Turabi sesungguhnya tidak menciptakan teori atau konsep hukum baru.

Al-Turdb? juga tidak konsisten dengan motivasi awalnya untuk
meninggalkan teori Ushdl Fikih klasik karena dianggap tidak relevan pada
konteks sekarang, namun kenyataannya ia hanya merevitalisasi konsep giyas dan
istishab, di mana pondasi kedua konsep ini telah dibangun oleh ulama-ulama

terdahulu. Inkonsistensi al-Turdbi lainnya terlihat dari tidak terejawantahkan
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antara konsep pembaruannya (al-giyas al-wasi‘dan al-istishab al-wasi®) ke
dalam tataran implementasi.

Dalam ekonomi syariah, penerapan istishab dan giyas luas rupanya akan
menjadi favorit dalam mengembangan produk perbankan syariah maupun
lembaga keuangan syariah lainnya. Sebagaimana telah didapatkan pada hampir
mayoritas produk keuangan syariah menggunakan hybrid contract dengan
berlandaskan hukum pada fatwa DSN-MUI yang lebih banyak menggunakan

kaidah istishab. Penulis mendapati banyak sekali kaidah fikih yang menyatakan:
LY ol cdlelall 3 L]

Hampir di setiap produk fatwa DSN-MUI menyertakan kaidah fikiah ini,
yang menurut penulis ini adalah istishab itu sendiri. Apabila istishab luas
sebagaimana diinginkan oleh al-Turébi, maka dapat disimpulkan bahwa dengan
berdasarkan kaidah ini, lembaga keuangan syariah akan lebih mudah
mengembangkan produk guna bersaing dengan produk lembaga keuangan
konvensional yang telah lama ada. Namun dalam efek negatifnya adalah tasahul
atau mempermudah dalam menetapkan hukum halal terhadap setiap produk, yang
meskipun ada pertentangan antara ahli fikih atas produk tersebut.

Pengiyasan inilah yang mendasari al-Turdbi mengusulkan negara
berdasarkan hukum syariah atau berbagai bidang diatur secara syariah. Hal ini
bisa dimaklumi sebagaimana permisalan tentang bagaimana pengiyasan terhadap
bunga bank konvensional terhadap riba. Memahami bunga bank dari aspek legal-
formal dan secara induktif, berdasarkan pelarangan terhadap larangan riba yang

diambil dari teks (nas), dan tidak perlu dikaitkan dengan aspek moral dalam
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pengharamannya. Paradigma ini berpegang pada konsep bahwa setiap utang-
piutang yang disyaratkan ada tambahan atau manfaat dari modal adalah riba,
walaupun tidak berlipat ganda. Oleh karena itu, betapapun kecilnya, suku bunga
bank tetap haram. Karena berdasarkan teori giyas, kasus yang akan di-giyas-kan
(fara”) dan kasus yang di-giyas-kan (asal) keduanya harus disandarkan pada illat
jalt (illat yang jelas). Dan kedua kasus tersebut (bunga bank dan riba) disatukan
oleh illat yang sama, yaitu adanya tambahan atau bunga tanpa disertai imbalan.
Dengan demikian, bunga bank sama hukumnya dengan riba.

Sementara dari segi konteks atau illat, pengharaman riba dalam Alquran
adalah karena adanya faktor zulm, yaitu memungut tambahan utang dari pihak-
pihak yang seharusnya ditolong. Sementara konteks bank adalah niaga (tijarah)
untuk mencari keuntungan bersama antara pihak yang punya modal (investor),
pihak yang membutuhkan modal (debitur/pengusaha), dan pihak perbankan
sebagai mediator dan penyedia jasa. Sehingga sama sekali tidak ada kaitannya
dengan tolong menolong antara si kaya dan si miskin, melainkan upaya kerjasama
dalam mengembangkan modal dengan menjadikan bank sebagai mediator antara
penabung, pengusaha dan bank. Karena itu, aspek aniaya (ketidakadilan) di sini
amat kecil kemungkinan terjadi sebab masing-masing pihak telah saling rela dan
mengetahui hak serta kewajibannya masing-masing.

Namun pemikiran menggunakan kaidah ushdl fikih yang general saja tidak
dibatasi dengan kaidah ushdl fikih yang lainnya menurut penulis adalah suatu
pemikiran yang perlu diluruskan. Bahkan tuduhan menganut paham liberal juga

tidak menutup kemungkinan disematkan kepada pemikirnya.
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Ibnu Qayyim dalam kitabnya 7 ’lamu al-Muwwadgiin, disebutkan bahwa:
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Artinya: berubahnya suatu fatwa sesuai dengan berubahnya waktu,
tempat, kondisi sosial, niat dan adat.

Dari pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah tersebut bisa diambil sebuah
kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang dapat dijadika acuan dalam
menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor
kondisi social, faktor niat dan faktor adat kebiasaan. Faktor-faktor inilah yang
sangat berpengaruh dalam menentukan sebuah hukum bagi mujtahid,
khususnya dalam bidang muamalah kontemporer seperti saat ini. Dalam
menghadapi perubahan social yang disebabkan oleh kelima faktor ini, yang
akan dijadikan acuan dalam menetapkan tercapainya suatu hukum berkaitan
dengan persoalan muamalah, adalah tercapainya magéashid syari’ah (tujuan
yang dicapai dalam mensyariatkan hukum, sesuai dengan kehendak syara’).
Atas dasar tersebut, magdshid syari’ahlah yang menjadi ukuran keabsahan

suatu akad/transaksi. Dalam kaitan ini, Ibnu Qayyim menambahkan:

"ol las Je i

Sesungguhnya syariat itu dibangun atas landasan kemaslahatan
manusia (di dunia dan di akhirat-pen).

Menurut penulis, bahwa fatwa-fatwa tentang ekonomi syariah yang ada di

Indonesia pada khususnya harus disesuaikan dengan fakta sosial, lingkungan,

% lbnu Qayyim al-Jauziyah, I'lamu al-Muwagiin ‘an Rabb al-‘Alamiin, (Beirut: Dar al-
Jail, 1975), jilid 3, h. 4.
® Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I'lamu al-Muwagiin ‘an Rabb al-‘Alamiin..., jilid 3, h. 11.
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zaman, adat di Indonesia. Harus mempertimbangkan regulasi/aturan perundang-
undangan yang lain dalam menentukan boleh tidaknya suatu produk dengan akad
hybrid dilakukan.

Agustianto dalam bukunya Reaktualisasi dan Kontesktualisasi Fikih
Muamalah ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan
Syariah, dalam pandangan penulis, beliau berusaha tidak terikat dalam satu
kungkungan mazhab dalam bermuamalah. Dalam hal ini sebagaimana yang
dikemukakan oleh KH Maruf Amin, bahwa dalam hal muamalah tidak tasyadud
(terlalu ketat) dan tidak pula tasahul (mempermudah), namun lebih kepada
tawasuth (pertengahan di antara keduanya). Sehingga dalam pandangan penulis
hampir di setiap fatwa tentang ekonomi syariah, selalu menggunakan istishab (al-
aslu fi al-muamalah al-hillu hatta yaduulu dalila ‘ala tahriimiha). Meskipun
dalam hal tersebut terkesan tasahul, namun tetap mengacu dalam batasan dalil
yang lain (syawahid).

Ma’ruf Amin sering kali mengemukakan bahwa “Sesungguhnya nash itu
telah berakhir, sedangkan peristiwa itu tidak pernah berakhir.”®® Timbulnya
penemuan-penemuan baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
berakibat pula menggeser cara pandang dan membentuk pola alur berpikir yang
membawa konsekuensi logis dan membentuk norma baru dalam kehidupan

masyarakat.

% Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah fi as-Siyasah wa al-Aqd’id wa Tarikh al-
Mazahib al-Fighiyyah, (Kairo: Dér al-Fikr, 1989), h. 6.
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Tidak semestinya kemajuan Iptek dan peradaban manusia itu dihadapkan
secara konfrontatif dengan nash, tetap harus dicari pemecahannya secara ijtihadi.
Dalam banyak hal, seperti aktivitas ekonomi, Islam memberikan skala
normatifnya secara global.

Di sini pemikiran al-Turdbi untuk menggunakan giyas dan istishab yang
luas dapat diterapkan meskipun giyas dan istishab luas bukanlah pemikiran murni
dari al-Turabi, karena menurut penulis qiyas luas adalah giyas ra’yi yang telah
pernah dipraktikan oleh kalangan Hanafiyah demikian juga istishab luas. Namun
demikian pemikiran al-Turdbi yang dari beberapa karangannya tidak
menampakkan contoh konkrit dari implementasi pemikirannya di zaman sekarang
ini.

Dalam pandangan penulis, bahwa mengedapankan giyas luas dan istishab
luas tanpa batas adalah suatu tindakan yang sembrono dalam menghukumkan
sesuatu, meskipun dalam bidang muamalah bukan ibadah. Qiyas luas dan istishab
luas harus dibatasi nash lainnya sehingga tidak melampau batas.

Agustianto menginginkan ada sebuah gebrakan dalam dunia muamalah
dengan pembaharuan ushdl fikih dan fikih yang local tidak terbelenggu dengan
ushal fikih dan kitab fikih klasik dan mazhab. Beliau setidaknya ingin mendirikan
sebuah fikih muamalah ke-Indonesiaan, tidak mencontek muamalah Timur
Tengah ataupun Negara lain, namun lebih menitik beratkan kepada terbentuknya
inovasi muamalah yang selaras dengan budaya Indonesia. Sehingga menurut
penulis konsep al-Turabi tentang Qiyas dan Istishab luas, sangat cocok untuk

mewujudkan ini. Meskipun demikian penulis tidak ingin bahwa penggunaan giyas
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luas dan istishab luas tersebut melewati batas dan tidak dapat dihalangi oleh dalil
nash yang bertentangan.

Fikih muamalah yang keindonesiaan memiliki landasan teori syariah yang
sangat kuat yang sulit untuk dibantah secara akademis syar’iy. Pemikiran
Agustianto menjelaskan teori teori syariah yang dirumuskan ulama sepanjang
sejarah mengenai perlunya perumusan fikin muamalah ekonomi dan keuangan
yang khas ke-indonesiaan. Selain memaparkan teori-teori dan dalil-dalil syariah,
juga akan dijelaskan fakta-fakta historis dalam sejarah yang menunjukkan bahwa
di masa klasik Islam, telah terbentuk fikih regional (lokal), seperti fikih Basrah,
Fikih Koufah, Fikih Syam, Fikih Mesir, dan sebagainya.

Pemikiran Agustianto tidak hanya menjelaskan teori-teori dan dalil-dalil
syariah tentang perlunya Fikih Muamalah ke-Indoenesiaan, tetapi juga
memaparkan metodologi istimbath (perumusan hukum Islam) dalam perspektif
ushal figh untuk merumuskan fikih muamalah yang ke-Indonesiaan.

Cukup banyak landasan teori syariah yang menopang formulasi fikih
muamalah keindonesiaan. Teori-teori hukum Islam itu dirumuskan para ulama
sepanjang sejarah sebagai pedoman dalam perumusan fikih muamalah
keindonesiaan. Teori-teori yang digunakan antara lain adalah teori 1bnul Qayyim,
Ibnu Khaldun, Imam Malik, Imam Syafi’iy, Syah Waliullah ad-Dahlawy, Syech
Muhammad Yusuf Musa, Abdul Wahhab Khallaf, Zakaria Al-Subari, Ahmad
Fahmi Abu Sinnah, sampai kepada Yusuf Qardhawi. Teori-teori itu bahkan sudah
dimasukkan dalam Qanun (perundang-undangan) di negeri-negeri muslim Islam,

seperti Majallah al-Ahkam al- ‘Adliyah.
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Semua pendapat para ulama di atas, mengukuhkan gagasan dan konsep fikih
muamalah khas Indonesia yang sesuai dengan konteks ekonomi, dan sosial
budaya rakyat Indonesia. Gagasan dan konsep fikih yang keindonesiaan
sebenarnyan sudah sangat lama dilontarkan oleh para ulama dan cendikiawan
Indonesia, seperti Prof. TM Hasbi Ash-Shiddiqi dan Hazairin, keduanya ahli
hukum Islam kenamaan Indonesia.Realiasasi gagasan dan konsep mereka sudah
mulai terwujud dalam formulasi Kompilasi Hukum Islam, suatu kumpulan hukum
Islam yang sesuai dengan sosio-kultural Indonesia. Dalam bidang ekonomi
syariah, terwujud dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, Fatwa-fatwa DSN-
MUI, Peraturan Bank Indonesia tentang perbankan syariah, juga Undang-Undang
SBSN dan Undang-Undang Perbankan Syariah.

Dengan demikian, gagasan perlunya fikih muamalah khas Indonesia
merupakan suatu keharusan. Bahkan sejarah membuktikan, fikih Islam di Arab,
tidak mesti sama dengan kajian fikih Islam di Indonesia, meskipun dalam banyak
hal, kadang kajian tersebut menunjukkan pola dan model yang sama. Sejak zaman
klasik Islam, telah banyak lahir fikih yang bersifat lokal. Formula fikih yang
berlaku di Iraq (Basrah dan Koufah) berbeda dengan di Madinah. Demikian pula
di Mesir dan di Irak.Rumusan fikihnya bisa berbeda karena perbedaan negara dan
‘urf.Karena itu dalam sejarah fikih Islam, terdapat fikih Basrah, Fikih Kaufah,
Fikih Syam, Fikih Mesir. Jangankan dalam produk fikih muamalah, dalam
metodologi (manhaj) syariah saja terdapat dua aliran besar, yaituahli ra’yi di Iraq

dan ahli hadits di Hijaz.Maraknya kemunculan mazhab-mazhab figh di era klasik
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Islam, juga merupakan fakta kuat bahwa fikih itu tidak selalu sama pada setiap
zaman dan tempat.

Berdasarkan bukti kesejarahan itu, maka adalah suatu keharusan bagi para
ulama masa kini, untuk melakukan reinterprestasi terhadap ayat-ayat dan hadits
ekonomi keuangan, dalam rangka adabtabilitasnya dengan konteks kekinian dan
ke-Indonesia-an. Di luar kajian fikih muamalah, gagasan kajian Islam khas
Indonesia sudah lama menggelinding baik dalam bidang hukum, teologi politik,
tafsir Al-Qur’an, dan seluruh pemikiran-pemikiran keislaman lainnya.

Dengan demikian, dalam merumuskan fikih muamalah ke-Indonesiaan
dalam konteks penciptaan produk-produk perbankan dan keuangan syariah, Kita
tidak bisa hanya mengekor kepada fikih perbankan model Timur Tengah, atau
merujuk (mencontoh) negara tetangga Malaysia. Ulama dan umara Indonesia
(bahkan harus) merumuskan fikih muamalah yang khas ke-Indonesiaan. Kekhasan
Indonesia dalam akad-akad dan produk-produk perbankan disebabkan dua
penyebab utama; pertama mayoritas penduduk Indonesia adalah Usaha Mikro dan
Kecil, yang berbeda dengan masyarakat Timur Tengah yang relative sudah
makmur dari hasil minyak bumi (negara petro dolar). Karena itu skim-skim
syariah di Indonesia disesuaikan dengan karakter UKM yang ada di Indonesia.
Bentuk dan sasaran pembiayaan juga tentu akan selalu berbeda antara Timur
Tengah dan Indonesia. Di Indonesia, dominan pembiayaan mobil dan rumah,
karena rakyat Indonesia banyak yang belum punya mobil dan rumah. Sedangkan
di Timur Tengah, mobil dan rumah lebih banyak dibeli secara cash, karena

kemampuan ekonomi penduduknya yang relative mapan. Kedua, secara geografis
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Indonesia adalah negara pertanian,karena itu skim syariah juga seyogianya sesuai
dengan kondisi Indonesia. Kedua alasan di atas didukung oleh kompetensi ulama
yang duduk di DSN-MUI. Mereka sudah memiliki kualifikasi untuk melakukan
ijtihad independen yang dapat berbeda dengan hasil ijtihad ulama di Timur
Tengah atau Malaysia

Dalam merumuskan fikih muamalah untuk produk-produk perbankan dan
keuangan syariah yang keindonesiaan, diperlukan ijtihad yang kreatif dan
berwawasan maqgashid dari para ulama dengan kapasitas intelektual yang
memadai. Syarat-syarat berijtihad harus diperhatikan, kompetensi berfatwa harus
dimiliki ulama (dewan syariah), teori dan praktik lembaga keuangan serta
perkembangnya yang cepat harus dimengerti. llmu-ilmu yang terkait dengan
economics dan finance seharusnya dikuasai.

Melakukan ijtihad, dalam bidang ekonomi syariah atau hukum Islam,
haruslah berpedoman kepada nash-nash syara’ yang terdapat dalam Al-Qur’an dan
Sunnah serta memperhatikan metode dan kaedah-kaedah ushdl figh dan kaedah
figh. Alquran dan hadits harus pahami dan ditafsirkan secara kontekstual
berdasarkan keadah-kaedah magashid syariah, sebagaimana yang banyak
dipraktekkan (dicontohkan) Umar bin Khattab dan para sahabat, Imam-Imam
mazhab, dan para ulama terkemuka seperti Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim, Asy-
Syatibi, dan sejumlah ulama besar lainnya.

Perubahan hukum ekonomi syariah dan pembaharuan fikih muamalah,
tidaklah bersifat sesuka hati atau sesuai pesanan industri keuangan, tetapi

didasarkan kepada metodologi perumusan hukum Islam yang absah dalam
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yurisprudensi Islam berdasarkan kaedah-kaedah istimbath dan syarat-syarat
ijtihad. Karena itu, melakukan ijtihad atau reinterpretasi, tidak boleh dilakukan
secara serampangan dengan memperturutkan hawa nafsu atau kepentingan pihak
tertentu.

Fatwa DSN adalah formulasi fikin muamalah khas Indonesia.Formulasi
Fikih Indonesia dapat berbeda dengan fikih muamalah Malaysia dan bahkan
dengan Timur Tengah.Fikih muamalah Malaysia dalam bidang keuangan
(cendrung bersifat liberal, seperti membolehkan bay’ al’inah, bay’ ad-dayn, dan
tawarrug munazzham. Sementara fikih muamalah Timur Tengah umumnya
cenderung lebih ketat (tasyaddud). Sedangkan fikih muamalah Indonesia berada
di antara keduanya (mutawassith, pertengahan). Fikih muamalah Indonesia
berada di antara dua ekstrim. La ifrath wa la tafridh (Tidak terlalu bebas
(berlebihan) dan tidak terlalu ketat (sempit).J adi corak fikih muamalah Indonesia
berada di antara dua kutub ekstrim tersebut, khairul umuri ausatuha.

Pemikiran al-Turabi yang dapat diterapkan dalam ranah hukum di Indonesia
adalah konsep ijtihadnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh MUI dalam
menjawab persoalan tentang perbankan syariah dan produk-produknya. DSN-
MUI melakukan ijtihad jamaai (terdiri dari ahli berbagai bidang ilmu) untuk
menjawab persoalan tersebut.

Sehubungan dengan penetapan hukum dalam fatwa Dewan Syari’ah

Nasional MUI maka terdapat tiga pola ijtihad yang dapat dirujuk yaitu pola bayani
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(kajian semantik), pola Qiyasi (pola ta lili) yaitu penentuan illat dan pola istislahi
(pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum).®

Ke dalam pola pertama dimasukkan semua kegiatan yang berkaitan dengan
kajian kebahasaan (semantik): kapan sesuatu lafal diartikan secara majaz;
bagaimana memilih salah satu dari lafal musytarak (ambiguitas), mana ayat yang
umum, yang diterangkan (’am, mubayyan, lex generalis) dan mana pula yang
khusus, yang menerangkan (khas,mubayyin, lex specialis), mana ayat yang qat’l
(yang artinya tidak dapat berubah) dan mana pula yang zani, kapan sesuatu
perintah dianggap untuk wajib dan kapan pula untuk sunat, kapan larangan itu
untuk haram dan kapan pula untuk makruh dan seterusnya.

Metode penerapan hukum dalam fatwa DSN MUI tetap merujuk pada al-
Qur’an dan al-Sunnah sebagai sumber utama serta qiyas dan ijma’ sebagai
metodologinya serta gqaidah ushdl sebagai sandaran kemaslahatannya. Dari fatwa-
fatwa itu terlihat jelas mutiara-mutiaramaslahah yang kental dengan prinsip-
prinsip syariah antara lain; bunga /riba tidak dibenarkan, mudhorobah dan wadiah
dibenarkan syariah, saling ridho (antarodhin), halal toyyib (halalan toyyiban),
bebas riba dan exploitasi (Dhulm), bebas manipulasi (ghoror), saling
menguntungkan (taawun), tidak Membahayakan (mudhorot), dilarang spekulasi
(maysir), dilarang memonopoli dan menimbun (ihtikar).

Setiap akan menetapkan fatwa terlebih dahulu harus merujuk kepada al-
Qur’an dan Sunnah, sebagaimana dikehendaki oleh aturan baku dalam ilmu usul

al-figh. Selanjutnya, jika permasalahan yang akan difatwakan hukumnya itu tidak

% Ad Dawalibi Muhammad Ma’ruf, al-Madkhal ila “ilm Usul al-Figh, (Beirut: Dar al-
’Ilm lil-Malayin, 1965), h. 405.



168

ditemukan dalam kedua sumber hukum itu, perlu diteliti dan diperhatikan apakah
mengenainya pernah ada ijma’ dari ulama terdahulu. Jika ternyata telah terdapat
ijma’, fatwa harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan ijma’. Hal ini
mengingat bahwa dalam pandangan MUI hukum ijma’ adalah memiliki otoritas
kuat, bersifat absolut dan berlaku universal. Kemudian, jika tidak terdapat ijma’,
fatwa dikeluarkan setelah melalui proses ijtihad dengan menggunakan perangkat-
perangkat ijtihad yang memadai serta berpegang pada dalil-dalil hukum lain,
seperti giyas, dan sebagainya.

Bidang ekonomi syariah merupakan lahan baru untuk ijtihad karena
perkembangannya yang begitu cepat dan masih sedikitnya pendapat ahli fikih
tentang masalah ini’®. Untuk merespons hal ini dilakukan ijtihad jamai melalui
perumusan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Dalam proses penetapan fatwa
ini, DSN-MUI mempergunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan nash gathi’,

pendekatan qauli dan pendekatan manhaji.”

™ Yusuf al-Qaradhawi, Al-ljtihad fi al-Syariah al-Islamiyah, (Kuwait: Dar al-Qalam,
1410 H/1989M)

™ pembahasan mengenai gathi dan zhanni secara lebih rinci antara lain dapat dilihat
dalam Said Ibn Nashir Ibn Abd al-Aziz al-Syatsiri, Al-Qathu wa al-Zhannu inda al-Ushdliyyin:
Hagigatuhuma wa Thuruguha wa Istifidatuhuma wa Ahkamuhuma (Riyadh: Dar al-Habib. 1997).
Pendekatan Nash Qoth’i dilakukan dengan berpegang kepada nash al-Qur’an atau Hadis
untuksesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash al-Qur’an ataupun
Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash al-Qur’an maupun Hadis maka
penjawaban dilakukan dengan pendekatan Qauli dan Manhaji.

2 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Sistem dan Prosedur Penetapan
Fatwa, (Jakarta: Pustaka DSN-MUI, 2006), h. Pendekatan Qauli adalah pendekatan dalam proses
penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab
figih terkemuka (al-kutub al-mu’tabarah). Pendekatan Qauli dilakukan apabila jawaban dapat
dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab figih terkemuka (al-kutub al-mu tabarah) dan hanya
terdapat satu pendapat (gaul), kecuali jika pendapat (gaul) yang ada dianggap tidak cocok lagi
untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (za’assur atau ta’adzdzur al-‘amal atau
shu’'ubah al-‘amal) , atau karena alasan hukumnya (‘illah) berubah. Dalam kondisi seperti ini
perlu dilakukan telaah ulang (i ‘adatun nazhar), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu.
Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat
tersebut sudah tidak memadai lagi untuk didijadikan pedoman. Apabila jawaban permasalahan
tersebut tidak dapat dicukupi oleh nash goth’i dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang
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Pendekatan nash qathi dilakukan dengan berpegang kepada nash al-Quran
atau al-Hadits dalam menetapkan suatu masalah yang sudah terdapat dalam nash
al-Quran ataupun al-Hadits secara jelas.”® Apabila masalah itu tidak terdapat
dalam nash al-Quran maupun al-Hadits, maka proses perumusan fatwa dilakukan
dengan pendekatan qauli dan manhaji. Pendekatan qauli dilakukan apabila
permasalahan yang ada telah ditemukan jawabannya melalui pendapat ahli fikih
yang terdapat dalam al-kutub al-mutabarah yang illah hukumnya sesuai dengan
yang terjadi saat ini dan hanya terdapat satu pendapat (gaul). Dalam kondisi
seperti itu maka fatwa akan memakai pendapat ulama tersebut. Namun jika
pendapat yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena taassur atau
taadzdzur al-amal atau shuubah al-amal, sangat sulit untuk dilaksanakan, atau
karena illat-nya berubah, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah ulang (iadah
an-nadhar) pendapat tersebut.”

Apabila jawaban terhadap masalah yang dimintakan fatwa tidak dapat
dipenuhi oleh nash gathi dan pendapat yang ada dalam al-kutub al-mutabarah,

maka penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan manhaji, yakni dengan

ada dalam kitab-kitab figih terkemuka (al-kutub al-mu 'tabarah), maka proses penetapan fatwa
dilakukan melalui pendekatan manhaji. Pendekatan Manhaji adalah pendekatan dalam proses
penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (al-gowaid al-ushdliyah) dan
metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah.
Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (ijtihad jama’i), dengan
menggunakan metoda : mempertemukan pendapat yang berbeda (al-Jam u wat taufig), memilih
pendapat yang lebih akurat dalilnya (tarjihi), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan
permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab figh (ilhaqgi) dan istinbathi.

® Ahmad Ibn Abd Allah Ibn Muhammad al-Dhuwaihi, Dhawabith al-ljtihad fi al-
Muémalat al-Maliyah al-Muéashirah, (Saudi Arabia: Jamiah Imam Muhammad lbn saud al-
Islamiyah. t.th), h. 48-49.

™ Lihat al-Qurafi, Al-Furug, (Beirut: dar al-Marifah, tt), h. 456. Lihat Abdullah
Baswedan, Sabah Kutub al-Mufidah....h. 48. Lihat Syaikh Nawawi al-Bantani, Nihayah Az-Zain,
(Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2008), h. 11.
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menggunakan metode: al-jamu wat taufig, tarjihi, ilhagi dan istinbathi.” Jika
dalam masalah yang dimintakan fatwa itu terjadi khilafiyah di kalangan imam
madzhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu
di antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode al-jamu wa al-taufig.
Namun jika usaha al-jamu wa al-taufiq tidak berhasil, maka penetapan fatwa
dilakukan melalui metode tarjihi, yaitu dengan menggunakan metode mugaran al-
madzahib dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushl figh al-mugaran.’

Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada gaul yang menjelaskan
secara persis dalam al-kutub al-mutabarah namun terdapat padanannya dari
masalah tersebut, maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode ilhagi, yaitu
menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam al-
kutub al-mutabarah. Jika metode ilhagi ini tidak bisa dilakukan karena tidak ada
mulhag bih dalam al-kutub al-mutabarah, maka penyelesainnya dilakukan dengan
metode istinbathi. Metode istinbathi ini dilakukan dengan memberlakukan
metode giyasi, istishlahi, istihsani dan sadd al-dzariah.

Di samping metode-metode tersebut, secara umum penetapan fatwa harus
pula memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih ammah) dan magashid al-
syariah.”” Metode-metode di atas selama ini telah mencukupi untuk dijadikan
kerangka paradigmatik dalam menjawab permasalahan ekonomi yang muncul

melalui fatwa DSN-MUI.

" Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-

596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

’® Lihat ad-Dimyati al-Bakri, 1anah at-Thalibin, (Surabaya: al-Hidayah, tt), h. 321.

" MuhammadAli al-Sayis, Nasyat al-Figh al-ljtihadi (t.t: Majma al-Buhuts al-Islamiyah.
1970), h. 107-108.
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Disamping hal itu, pemikiran-pemikiran al-Turadbi yang dikritik oleh
banyak ulama Muslim dunia, khususnya di Sudan adalah pendapat beliau, bahwa:
1. Kebolehan wanita menjadi imam atas makmum laki-laki dalam sholat
jamaah;
2. Kebolehan ahli kitab (laki-laki) menikahi wanita muslimah;
3. Menyamakan jumlah saksi antara wanita dan laki-laki
4. Membolehkan minuman keras tapi mengharamkan mabuk;
5. Mengingkari turunnya Nabi Isa as dan tidak percaya adanya bidadari
surga.’
Pemikiran beliau akan beberapa hal tersebut adalah akibat pembaruan
beliau terhadap ushul fikih yakni giyas yang luas. Kebolehan wanita menjadi
imam atas makmum laki-laki, adalah bukti beliau menggunakan logika dalam

menentukan hukum.
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Artinya: “... Rasulullah Saw. Biasa berkujung ke rumah Ummu Waragah, beliau
mengangkat muadzin untuk dia dan menyuruhnya (Ummu Waragah) untuk
menjadi imam bagi keluarganya. Abdurrahman berkata, *“ Muadzinnya adalah
seorang laki-laki yang lebih senior.”

78 http://www.lda2at.com/fatawa-al-turabi-view-and-critique-12, diakses tanggal 15
Februari 2017
" Abu Daud, Sunan Abu Daud, Maktabah Syamilah Ishdar 3, jilid 1, h. 161., bab
imamatu an-Nisa. Lihat juga Suhaib Abd al-Jabbar, al-Musnad al-Maudhui al-Jami u li al-Kitab
al-Asyrah, Maktabah Syamilah, jilid 12, h. 335, kitab imamatu al-mar’atu fi as-Sholat.
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As-Shon’ani dalam Subulu as-Salam, menyarahkan akan hadis ini:
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Menurut penyarahan beliau, bahwa hadis tersebut di atas merupakan dalil
bahwa sah seorang wanita menjadi imam sholat bagi penghuni rumahnya,
sekalipun di antara mereka ada seorang laki-laki. Sebagaimana dalam zhohir hadis

bahwa di rumah ummu Waragah ada seorang lelaki, namun tidak dijadikan
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sebagai imam, namun sebagai muadzin. Kualitas hadis ini adalah hasan,
sebagaimana dikatakan oleh al-Albani.

Menurut Husein Muhammad, ketika Ummu Waragah diperbolehkan Nabi
saw., untuk menjadi imam bagi penghuni rumahnya, di rumah tersebut ada dua
lelaki tanggungannya, seorang kakek dan seorang budak, ditambah seorang budak
perempuan. Jadi menurut Husein Muhammad, telah ditemukan dua teks
keagamaan yang menolak dan membenarkan imam perempuan. Dan jika dinilai
dengan teori kualitas hadits, maka hadits yang membenarkan imam perempuan
lebih valid dibandingkan yang melarang. Nawawi menyebut hadits Jabir yang
diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dimana Nabi saw. Menyatakan, “Perempuan sama
sekali tidak boleh menjadi imam shalat laki-laki.”® adalah lemah (dla’if). Ini
karena Abdulah bin Muhammad al-Adawi®, salah seorang perawi yang
diragukan. Bukhari dan Abu Hatim al-Razi, ahli hadits terkemuka mengatakan
“Haditsnya tidak bisa diterima, dia guru yang tidak dikenal,” Abu Hatim
menambahkan. Sementara itu para perawi hadits tentang Ummu Waragah
terpercaya dan dinilai bagus.

Penjelasan ini berbeda dengan uraian yang disampaikan oleh Ali Mustafa
Yaqub. Menurutnya hadits Ummu Waragah kualitasnya memang sahih, tetapi dari
sisi hukum untuk membolehkan wanita menjadi imam shalat secara umum di
mana di antara makmumnya kaum laki-laki, itu perlu ditinjau ulang. Karena

dalam hadits tersebut tidak ada kejelasan siapa yang menjadi makmum Ummu

8 |jhat hadis riwayat Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, kitab lgamah al Shalah wa
Sunnatu fiiha, bab fii Fardli al Jama’ah, Nomor 1071.

8 a berada dalam urutan kesepuluh, begitu pula rawi bernama al Walid bin Bakir dalam
urutan kedelapan
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Waragah. Kemungkinan semua makmumnya adalah wanita, semuanya laki-laki,
atau campuran antara laki-laki dan wanita. Kaidah Ushul Fikih menyatakan,
apabila sebuah dalil mengandung banyak kemungkinan, maka dalil itu tidak dapat
dijadikan sumber hukum. Karenanya, hadits Ummu Waragah itu kendati sahih,
gugur sebagai dalil.

Sementara itu masih menurut Ali Mustafa Yaqub, hadits Ummu Waragah
bersifat umum, dalam versi lain yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthni
dalam kitab Sunannya menegaskan bahwa Nabi saw., menyuruh Ummu Waragah

menjadi imam shalat bagi wanita-wanita penghuni rumahnya.

QeuLbljl\Uéﬁﬁ\d&}iﬁi&.@wﬁcmgs@\ww\wwim»
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Artinya: “Nabi saw. mengizinkannya (Ummu Waragah) untuk menjadi imam bagi

kaum wanita penghuni rumahnya. “ (HR Ad-Daruquthni)

Berdasarkan kaidah pemahaman hadits, jika terdapat dua hadits yang
masing-masing memberikan pengertian umum dan khusus, maka pengertian yang
umum harus diartikan dengan pengertian yang khusus. Atau dengan kata lain,
hadits yang memberikan pengertian umum tidak dipakai, dan hadits yang
memberikan pengertian khusus itulah yang dipakai sebagai dalil. la juga
menambahkan, bahwa hadis yang melarang wanita menjadi imam dalam shalat
riwayat Ibnu Majjah telah menghapus kehujjahan hadis Ummu Waragah, kendati
rawi-rawinya diragukan.

Dalam hal ini pemakalah sepakat dengan pendapat kedua, yakni wanita

tidak diperbolehkan menjadi imam atas laki-laki, dengan mempertimbangkan
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berbagai kemungkinan. Pertama, benar bahwa Ummu Waragah diizinkan menjadi
imam untuk laki-laki, akan tetapi kasus ini lebih sebagai khususiyah dari Nabi
yang hanya berlaku untuk Ummu Waragah. Jadi tidak bisa digiyaskan, bahwa
wanita lain pun boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki.

Kedua, bahwa Ummu Waragah hanya diperbolehkan untuk mengimami
keluarganya yang berjenis kelamin wanita saja, sebagaimana hadis yang
diriwayatkan oleh al Daruquthni.

551 o Ladll Cayhin iss sl 555 LT JUagll apdin i alis e oo
13 i 52 G335 (3 spal Jie W05 016 eade b 205 U805 T 1855

1151565y
Ketiga, .... Rasulullah bersabda : “Shaf terbaik untuk laki-laki adalah shaf
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pertama (depan) dan shaf terburuk bagi mereka adalah shaf terakhir (belakang);
sedangkan shaf terbaik untuk perempuan adalah shaf terakhir (belakang) dan
shaf terburuk bagi mereka adalah shaf pertama (depan).” Hadis ini
mengindikasikan tidak pantasnya seorang wanita berada di depan laki-laki,
bahkan ini menunjukkan adanya larangan wanita menjadi imam atas laki-laki.
Keempat, mungkin saja ada hal yang dilupakan (sengaja dilupakan) oleh
pengusung ide feminisme bahwa orang yang paling mengetahui maksud ucapan
Rasulullah saw. adalah para sahabat. Mereka, para sahabat adalaah orang-orang
yang selalu bersama Rasulullah. Dengan demikian, sekirannya hadits Ummu
Waragah adalah mengizinkan wanita menjadi imam shalat berjamaah di mana di
antara makmumnya kaum laki-laki, tentulah di kalangan sahabat ada wanita yang

menjadi imam shalat untuk makmum laki-laki. Dan Aisyah istri Rasulullah
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merupakan orang yang paling pantas menjadi imam shalat berjama’ah dengan
kaum laki-laki. Namun tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan bahwa
Aisyah pernah menjadi imam shalat berjamaah bagi makmum laki-laki dan wanita
atau makmum laki-laki saja.

Dan hal-hal lain yang perlu untuk dipikirkan kembali adalah mengapa
wanita di letakkan pada shaf kedua atau terpisah pada sholat berjama’ah? Karena
jika wanita di depan, maka ia akan menggangu sholat laki-laki. Mengapa wanita
diwajibkan untuk mengenakan jilbab? Agar ia terlindungi dan ia mudah dikenali
sebagai seorang muslimah. Mengapa wanita di wajibkan mengurus rumah?
Karena ia adalah seorang pengkader para jundi kecil, yang ketika dewasa ia akan
menjadi pemuda/pemudi tangguh pembela agama. Intinya di sini, pemakalah
sebagai seorang perempuan sama sekali tidak pernah merasa dinomor duakan
untuk shalat bermakmum di belakang laki-laki. karena wanita juga telah
dilebihkan oleh Allah dalam banyak hal.

Namun, boleh tidaknya wanita menjadi imam bagi makmum laki-laki
masih akan selalu terbuka untuk diperdebatkan karena memang terdapat dua buah
hadis yang saling bertentangan. Silahkan anda memilih yang menurut anda paling
benar.

Penulis menarik kesimpulan bahwa al-Turabi memberikan fatwa atas
kebolehan wanita mengimami jamaah lelaki pada sholat, bukanlah ijtihad beliau,
namun permasalahan hukum ini sudah sejak dahulu dibahas oleh para ahli fikih.
Demikian juga halnya tentang fatwa at-Turabi tentang mempersamakan jumlah

saksi wanita dengan lelaki, artinya dalam persaksian seorang wanita sama
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kedudukannya dengan seorang laki-laki. Padahal dalam Al-Quran telah
diterangkan (qathi’) bahwa scorang saksi laki-laki dipersamakan dengan dua
orang perempuan. Hal ini juga permasalah yang telah lama dibahas dalam hukum
Islam (fikih) terdahulu. Bahkan saat ini persaksian dalam hukum acara perdata
(misalnya) perkawinan, wanita memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki
dalam persaksian. Maksud penulis adalah dalam persaksian persidangan perdata
di Pengadilan Agama misalnya, diperlukan minimal 2 orang saksi, yang tidak
mesti lelaki keduanya (sebagaimana perintah Al-Quran), namun boleh juga
keduanya wanita, atau salah satunya adalah wanita.

Al-Turdbi menggunakan ra’yu dan qiyas luas dalam hal ketentuan yang
mensyaratkan dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu orang saksi laki-
laki, atau dengan kata lain bahwa nilai pembuktian saksi perempuan adalah
setengah saksi laki-laki lebih merupakan ketentuan yang bersifat kondisional dan
temporal, bukan ketentuan yang bersifat universal. Hal tersebut disebabkan karena
kaum perempuan pada saat itu masih kurang berpengalaman dalam urusan-urusan
publik dan budaya yang berlaku adalah menempatkan perempuan untuk hanya
berperan dalam wilayah domestik. Oleh karena itu seiring dengan perubahan
sosial di masyarakat, nilai kesaksian seorang perempuan sepatutnya diakui sama
dengan kesaksian seorang laki-laki.

Fatwa al-Turabi bahwa Nabi Isa telah wafat dan tidak turun kebumi adalah
fatwa yang tidak berdasar, karena menurut ijma’ consensus ulama, hadis yang

menyatakan bahwa Nabi Isa as., akan turun ke bumi mencapai derajat mutawatir,
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sehingga dalam fatwa ini penulis menyatakan bahwa pemikiran al-Turabi tersebut
tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah serta ijma’ ulama.

Sedangkan fatwa al-Turdbi tentang bolehnya minum-minuman keras
asalkan tidak mabuk adalah pemikiran yang telah lama juga dibahas dan
disampaikan dalam pembahasan fikih. Al-Qardhawi, Al-Gendy, Abo Hanifa,
seorang ulama Islam terkenal sebagai perumus syariat dan sering disebut Imam
Besar di Mesir, mengatakan minum minuman beralkohol tanpa mabuk bukan
dosa. Al-Gendy merupakan ulama terkenal di Mesir yang telah menulis dan
menerbitkan lebih dari 20 buku, kolumnis di sejumlah surat kabar, majalah, serta
media Islam dan budaya. Sebelumnya, Mesir membuat terobosan dengan
mengangkat sejumlah perempuan sebagai khatib di masjid. Mereka dijadwalkan
mulai bekerja di masjid-masjid pada awal Maret 2017 (ini).®

Dalam bidang politik, al-Turdbi berpendapat bahawa Islamlah yang
memulakan idea demokrasi. Orang-orang barat pada hakikatnya telah mengambil
prinsip bay’ah yang terdapat dalam tradisi pemikiran politik Islam sebagai asas
pemikiran dalam demokrasi Barat. Beliau berhujah bahawa pada zaman
Pertengahan Eropa sudah terdapat partisipasi demokrasi secara langsung
dikalangan rakyat dengan kewujudan pelbagai wadah politik. Bangsa Eropa hanya
mengenal apa yang disebut sebagai “constitution” pada akhir Zaman Pertengahan.
Pada hakikatnya, mereka telah memanfaatkan khazanah fikih Islam untuk

menghadamkan doktrin demokrasi.®.

8 https://m.tempo.co, diakses tanggal 31 Maret 2017. Namun fatwa ini harus dicermati
dengan baik, sebagaimana yang telah dilakukan oleh MUI.

# Hassan al-Turabi, As-Shura wa al-Dimogratiyyah, (Jeddah: Al-Dar al-Sau’diyyah li al-
Nashr wa al-Tauzi’, tth), h. 42-43
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Al-Turabi dengan tegas menyatakan bahawa demokrasi yang terpisah dari
agama adalah satu manefestasi riddah dan syirik. Sebab itu adalah satu bentuk
perkongsian kemahuan manusia dengan kehendak Pencipta Yang Maha
Berkuasa.®!

Selanjutnya al-Turabi berpendapat bahawa demokrasi menurut Islam tidak
berarti kuasa mutlak rakyat dimutlakkan; sebaliknya kekuasaan rakyat itu
hendaklah berpegang teguh dengan syari’ah. Beliau juga mengkritik demokrasi
kerana mengizinkan kehendak hawa nafsu manusia menjadi tuan tanpa
mempertimbangkan nilai-nilai akhlak. Meskipun demokrasi menghormati
kekuasaan rakyat dan mayoritas, namun tindakan —tindakan politik dalam system
demokrasi tetap bersifat permisif, penuh tipu daya. Semenjak Micheavelli
mengemukakan prinsipnya yang terkenal The End Justifies The Means, prinsip
tersebut telah berpindah ke dalam demokrasi. Ini telah mengakibatkan terlalu
banyak kerusakkan.®

Ketika membandingkan antara prinsip “shura demokrasi” (dimogratiyyah
al-Shura) dengan prinsip demokrasi Barat, al-Turdbi telah menunjukkan
keistimewaan prinsip syura demokrasi karena ia dapat menjamin persatuan
seluruh umat Islam jika diamalkan sepenuhnya. Dalam sistem demokrasi Barat,
prinsip suara mayoritas diamalkan semutlaknya sehingga ia membenamkan
pandangan kelompok minoritas. Mereka terpaksa bersabar untuk membantah
sesuatu pandangan yang tidak setujui. Islam menganjurkan prinsip ijma’, bukan

mencari kemenangan berdasarkan suara terbanyak (mughalabah). Yang

# Hassan al-Turabf, As-Shura wa al-Dimogratiyyah, h.42-43.
® Hassan al-Turabf, As-Shura wa al-Dimogratiyyah, h.42-43.
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dipentingkan ialah musyawarah dengan hati yang terbuka untuk mencari
kebenaran tanpa memperhatikan asal usulnya secara membabi buta. Akhir dari
perundingan dan dialog ialah mendapatkan satu kata muafakat-mewakili ijma’
terbanyak sehingga wujud rasa kepuasan (ridha) semua pihak dalam kebanyakkan
perkara. Meskipun al-Turabi bersikap kritis denagn doktrin demokrasi, hamun
dari segi praktisnya, beliau telah menerima demokrasi sebagai satu mekanisme
politik untuk merealisasikan idealisme Islam.

Demikianlah  pemikiran al-Turdbi yang menurut penulis dapat
diimplementasikan dalam kehidupan hukum Islam di Indonesia. Namun secara
umum al-Turabi tidak memberikan contoh contoh implementatif dari pembaruan
ushal fikih yang beliau usung. Bahkan penulis belum mendapatkan satu kaidah
baru dari berbagai karangan beliau. Beliau — menurut penulis — hanya meneruskan
dan mengikuti konsep pembaruan yang diusung oleh lbnu Hazm, Ibnu Taimiyah,
Rasyid Ridha, dll. Sehingga konsep pembaruannya masih rancu dan sulit
dimengerti oleh umat mana pembaruan Ush{l Fikih yang beliau tawarkan.

Namun demikian, penulis tidak menutup mata jika di Sudan sendiri dapat
menerapkan syariat Islam berkat kerja keras konsep pembaharuan beliau. Beliau
juga aktif menggunakan media social seperti facebook dalam mengungkapkan
pemikiran beliau sampai beliau wafat. Namun menurut penulis pemikiran beliau
tentang demokrasi tidaklah tepat diterapkan di Indonesia, karena memiliki latar

belakang budaya yang juga berbeda.



